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 E-Government bermanfaat memberikan informasi dan pelayanan bagi 
masyarakat. E-Government seakan menjadi keniscayaan dalam perkembangan 
teknologi informasi, permasalahan dalam penerapan E-Government yang paling 
signifikan adalah kemampuan Sumber Daya Manusia, mengatasi permasalah 
sistem atau jaringan dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan penyelenggaraan E-Government adalah 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk :  (1) Mengetahui bagaimana penerapan E-
Government pada pemerintah daerah Kota Tegal. (2) Mengetahui bagaimana 
tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
melalui E-Government di Kota Tegal. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang 
digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah melalui 
studi kepustakaan, wawancara, dan pengumpulan data yang kemudian dianalisis 
dengan cara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa , penerapan E-Government di Kota 
Tegal berjalan dengan baik karena adanya Sistem Pemerintahan Berbasis 
Eletronik (SPBE) di Kota Tegal. Salah satu contoh penerapan E-Government 
adalah membuat aplikasi berupa  komponen sistem informasi yang mendukung 
pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 
Dalam penerapannya hanya ada beberapa masyarakat yang telah menggunakan 
aplikasi tersebut. Masyarakat masih lebih banyak yang memilih untuk tidak 
menggunakan aplikasi e-government yang sudah disediakan oleh Pemerintah 
Kota Tegal. 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 

















E-Government is useful to provide information and services for the 
community. E-Government seems to be an inevitability in the development of 
information technology, the problem in the implementation of E-Government is 
the most significant human resources capability, addressing system or network 
problems and the level of community participation to realize good governance. So 
the purpose of E-Government implementation is to increase community 
participation.  
This study aims to (1) Know how to apply E-Government to the local 
government of Tegal City. (2) Know how the level of community participation in 
the implementation of local government through E-Government in Tegal City. 
This type of research is literature research, the approach used is 
sociological juridical, the data collection technique is through literature studies, 
interviews, and data collection which is then analyzed in qualitative ways. 
The results of this study show that, the implementation of E-Government 
in Tegal city is running well because of the Electronic-Based Government System 
(SPBE) in Tegal City. One example of the implementation of E-Government is to 
make an application in the form of information system components that support 
the implementation of information technology utilization in the Local 
Government environment. In its application there are only a few people who have 
used the application. People still prefer not to use the e-government application 
that has been provided by the Tegal City Government. 
Based on this research is expected to be a material information and input 
for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiroh:6) 
 “Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka 
akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya." (Imam Syafi'i) 
Jika berlari tak mampu maka berjalan-lah, jika berjalan pun masih tak 
sanggup maka merangkak-lah. Tetaplah bergerak meskipun pelan. 
(Imam Syafi’i) 
Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai 
(Socrates) 
Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan 
kegembiraanmu sendiri dan jangan bergantung pada sesuatu di luar dirimu 
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A. Latar lBelakang lMasalah l 
Negara lIndonesia ladalah lNegara lkesatuan lyang lmencakup 
lbanyak lpulau ldan lberbagai lsuku lbangsa. lDalam lpelaksanaan 
lpemerintahannya ldibagi latas lProvinsi lyang ldibagi latas lKabupaten ldan 
lKota.1 lBab lVI lPasal l18 lsampai ldengan lPasal l18B lUndang-Undang 
lDasar lNegara lRepublik lIndonesia, lselanjutnya ldapat ldisingkat lUndang-
Undang lDasar l1945 lmengatur ltentang lPenyelenggaraan lPemerintahan 
lDaerah. 
Asas lotonomi ldan ltugas lpembantuan ldengan lprinsip lotonomi 
lseluas-luasnya ldalam lsistem ldan lprinsip lNegara lKesatuan lRepublik 
lIndonesia lsebagaimana ldimaksud ldalam lUndang-Undang lDasar l1945 
ldijalankan loleh lPemerintah lDaerah ldan lDewan lPerwakilan lRakyat 
lDaerah lselanjutnya ldisebut lDPRD.2 lBerdasarkan lUndang-Undang 
lRepublik lIndonesia lNomor l2 lTahun l2015 lTentang lPenetapan lPeraturan 
lPemerintah lPengganti lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l2 
lTahun l2014, ldan lPerubahan lAtas lUndang-Undang lRepublik lIndonesia 
lNomor l23 lTahun l2014 lTentang lPeraturan lDaerah ldan lUndang-Undang 
lRepublik lIndonesia lNomor l9 lTahun l2015 lyang lmerupakan l lperubahan 
lkedua latas lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l23 lTahun l2014 
                                                             
      1Amelia Haryanti, “Ssitem Pemerintahan Daerah”, Tanggerang: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 
13. 
      2Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 




lini ldilaksanakan lpengelolaan lyang lbersifat lmenguatkan, diawalildari 
lpembagianlurusanlpemerintahanlyang akan lmenjadi lpengutamaan ldaerah 
ldalam lpenerapan lotonomi lyang lseluas-luasnya. 
Daerah otonom yang disebut daerah merupakan sekelompok 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya dan memiliki hak, 
kekuasaan dan mempunyai kewajiban mengurus dan mengatur sendiri rumah 
tangganya di dalam negara  kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernyataan ini sejalan dengan 
kedaulatan yang dibuat dalam undang-undang yaitu daerah dibagi menjadi 
provinsi, dan provinsi terbagi atas kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten 
dan kota memiliki pemerintah daerah.3 l 
Agar dapat terwujudnya ketentraman masyarakat, dan pemerintahan 
pemerintah daerah yang baik perlu menyediakan kebutuhan masyarakat 
berupa informasi yang jelas. Salah satunya adalah dengan memberikan jasa 
pelayanan kepada masyarakat melalui e-government yang merupakan 
penerapan teknologi informasi. 
Teknologi linformasi lberkembang lpesat lmendorong lterciptanya 
ldata linformasi ldan lpengetahuan ldalam lsemua lbidang lkegiatan, ltermasuk 
lpenyelenggaraan lpemerintah. lSejak lpenggunaan lteknologi linformasi ltelah 
lmerambah lluas lkedalam lorganisasi lsektor lpublik, lternyata lpemanfaatan 
lteknologi linformasi ltersebut lmampu lmemberikan ldampak lpositif ldalam 
lprosedur lpenyusunan lkebijakan lpublik,selain litu ljuga lmampu 
                                                             
      3Siswanto Sunarno, “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Jakarta : Rineka Cipta, 




lmenciptakan ltransparansi ldan lakuntabilitas ldisektor lpemerintahan. 
lKemajuan lteknologi lini lmengharuskan lpemerintah lmengikuti 
lperkembangan lteknologi lberupa lpenyelenggaraan lkepemerintahan lyang 
lberbasis lelektronik luntuk lmeningkatkan lkualitas llayanan lpublik lsecara 
lefektif ldan lefesien lsegingga ltercipta lpemerintahan lyang lbaik. lSesuai 
lyang lterdapat ldalam lInstruksi lPresiden lnomor l3 ltahun l2003 ltentang 
lkebijakan ldan lstrategi lnasional lpengembangan lE-Government. 
 E-Government lmerupakan lsuatu lsistem lteknologi linformasi lyang 
ldikembangkan loleh lpemerintah luntuk lmeningkatkan lpelayanan lpublik 
ldengan lmemberikan lpilihan lkepada lmasyarakat luntuk lmendapatkan 
lkemudahan lakses linformasi lpublik.4 lE-Government lbermanfaat 
lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lmasyarakat. lE-Government 
ldapat lmemperbaiki lmanajemen l linternal ldan lpeningkatan lpelayanan 
lpublik.5 lDengan lpenerapan lE-Government lmempermudah lmasyarakat 
ldalam lpelayanan lpublik ldan lmeningkatkan lakselarasi lpembangunan 
lteknologi linformasi ldan lkomunikasi lantara ldaerah,regional ldan lnasional. 
 Wujud nyata dari penerapan E-Government di Kota Tegal adalah telah 
mengaplikasikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya menuju 
Smart City. lDiantaranya laplikasi ljakwir lcetem lmelayani ldokumen 
lkependudukan ldi lKota lTegal lsehingga ldokumen lkependudukan lbisa 
ldiantarkan lkerumah llangsung, kemudian llayanan lgawat ldarurat lLekon 
                                                             
 4 Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno,”Implementasi E-Government 
System Dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Government di Indonesia,”Jurnal Ekonomi 
Akuntansi dan Manajemen Volume XI, No.1(2012), hlm.2. 




lTangi lmelayani ltentang lpenangan lkegawat ldaruratn lmedis lpra lrumah 
lsakit,ada ljuga llayanan llansia lJempolan untuk mengirimkan makanan bagi 
lansia dengan memanfaatkan transportasi online, dan terakhir layanan tanda 
tangan elektronik yang sudah diterapkan di 27 kelurahan. lKelebihan ldari 
lbeberapa laplikasi lyang lditerapkan lpemerintah lKota lTegal lmeningkatkan 
lefisiensi ldan ldata ldapat ldikirim lsecara lcepat. 
 E-Government lseakan lmenjadi lkeniscayaan ldalam lperkembangan 
lteknologi linformasi, permasalahan ldalam lpenerapan lE-Government lyang 
lpaling lsignifikan ladalah lkemampuan lSumber lDaya lManusia, lmengatasi 
lpermasalah lsistem latau ljaringan ldan ltingkat lpartisipasi lmasyarakat 
luntuk lmewujudkan lpemerintahan lyang lbaik. lSehingga ltujuan 
lpenyelenggaraan lE-Government ladalah luntuk lmeningkatkan lpartisipasi 
lmasyarakat. lMaka ldari litu lpenulis lakan lmengkaji lpenerepan lE-
Government ldalam lpenyelenggaraan lpemerintah ldaerah ldi lKota lTegal. 
 Berdasarkan lLatar lbelakang ltersebut lpenulis ltertarik lmengkaji 
lpenelitian lhukum ldengan ljudul l“PENERAPAN lE-GOVERNMENT 
lSEBAGAI lUPAYA lPENINGKATAN lPARTISIPASI lMASYARAKAT 
lDALAM lPENYELENGGARAAN lPEMERINTAH lDAERAH ldi 
lKOTA lTEGAL”. 
B. Rumusan lMasalah 





2. Bagaimana ltingkat lpartisipasi lmasyarakat ldalam lpenyelenggaraan 
lpemerintahan ldaerah lmelalui lE-Government ldi lKota lTegal? 
 
C. Tujuan lPenelitian 
1. Untuk lmengetahui lpenerapan lE-Government lpada lpemerintahan 
ldaerah lKota lTegal. 
2. Untuk lmengetahui ltingkat lpartisipasi lmasyarakat ldalam 
lpenyelenggaraan lpemerintahan ldaerah lmelalui lE-Government ldi 
lKota lTegal. 
D. Manfaat lPenelitian 
Manfaat lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lmanfaat lnyata 
lsecara lteoritis lmaupun lpraktis lsebagai lberikut l: 
1. Manfaat lTeoritis 
Penelititian lini ldapat lmemberikan lpengetahuan ldan lpemikiran lyang 
lbermanfaat lbagi lperkembangan lilmu lhukum lpada lumumnya ldan 
lHukum lAdministrasi lNegara l pada lkhususnya lserta lsebagai 
lbahan lpengetahuan ltambahan luntuk ldapat ldibaca lmasyarakat lpada 
lumumnya lmaupun ldapat ldipelajari llebih llanjut loleh lkalangan lhukum 
lkhususnya. 
2. Manfaat lPraktis 
Beberapa lmanfaat lsecara lpraktis ldari lpenelitian lini lsebagai lberikut l: 
a Untuk lmengkaji lpenerapan lE-Government lpada lpemerintahan l l 




b Untuk lmenganalisis ltingkat lpartisipasi lmasyarakat ldalam 
lmenjalankan lpemerintahan ldaerah lmelalui lE-Government ldi lKota 
lTegal. 
c Untuk lMengkaji lhambatan ldan lcara lpenyelesaian lpemerintah 
ldaerah ldalam lmenjalankan lE-Government. 
E. Tinjauan lPustaka 
  Berikut lpeneliti ldeskripsikan lbeberapa lpenelitian lterkait ldengan 
lJudul lPenerapan lE-Government lSebagai lUpaya lPeningkatan lPartisipasi 
lMasyarakat lDalam lPenyelenggaraan lPemerintahan lDaerah ldi lKota 
lTegal, luntuk litu lpenelitian lini lmenunjuk ldan lmenghadapkan lpeneliti 
lyang llain, lberikut lpeneliti lpaparkan l: 
1. Joko lTri lNugraha, lE-Government ldan lPelayanan lPublik l(Studi 
lTentang lElemen lSukses lPengembangan lE-Government ldi lPemerintah 
lKabupaten lSleman),Universitas lTidar, lJurnal lKomunikasi ldan lKajian 
lMedia l, lVol l2 lNo.1 lApril l2018.6 lPosisioning ldengan lpenelitian 
lsaya ladalah lpemerintahan lKota lTegal ltidak lhanya lmemanfaatkan 
lteknologi linformasi,akan ltetapi lkomunikasi lsecara loptimal lseperti 
lpenyajian linformasi lyang llengkap lmenjadi lhal lutama ldalam 
lpemanfaatan lteknologi linformasi ldan lkomunikasi lsehingga lbisa 
lmempengaruhi lpenerapan lE-Government ldi lKota lTegal. 
 
                                                             
 6 Joko Tri Nugraha, “E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)”, Jurnal Komunikasi dan Kajian 




2. Mohammad lToha lPutra, Evaluasi lPartisipasi lMasyarakat lDalam lE-
Government lPelayanan lPublik ldi lKabupaten lBoyolali,Universitas 
lDiponegoro, lJournal lof lPolitic land lGovernment lStudies l, lVol l66 
lNo l4 lAgustus l2017.7 lPosisioning ldengan lpenelitian lini ladalah 
lPartisipasi lmasyarakat ltidak ldilihat ldari linovasi lpemerintah lterhadap 
lpelayanan lpublik ltetapi ltingkat lpartisipasi lmasyarakat lterhadap 
lpenyelenggaraan lpemerintahan lyang ldilaksanakan loleh lPemerintah 
lKota lTegal lsehingga ldapat lmempengaruhi lpenerapan lE-Government. 
3. Achamad lHabibullah, lKajian lPemanfaatan ldan lPengembangan lE-
Government,Universitas lJember, lJurnal lIlmu lAdministrasi lNegara 
l,Vol l23 lNo.3 lHal l187-195 l2010.8 Possisioning ldengan lpenelitian lini 
ladalah lPenerapan lE-Government lyang lsudah ldilakukan loleh 
lPemerintah lKota lTegal. 
F.  lMetode lPenelitian 
Salah satu proses yang harus dilakukan pada saat melakukan 
penelitian adalah Metode penelitian.Penelitian sendiri berarti segala usaha 
untuk mencari pengetahuan baru menurut prosedur yang sistematis dan 
terkendali melalui data empiris yang artinya dapat diuji berkali - kali dengan 
hasil yang sama.9 Metode lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian 
lberjudul lPenerapan lE-Government lSebagai lUpaya lPeningkatan 
                                                             
 7 Mohammad Toha Putra, “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government 
Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali”, Jurnal of Politic and Government Studies,Volume 66 
Nomor 4 Tahun 2017. 
 8 Achamad Habibullah , “ Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government” Jurnal 
Ilmu Administrasi Negara, Volume 23 Nomor 33 Tahun 2010. 




lPartisipasi lMasyarakat l lDalam lPenyelenggaraan lPemerintahan lDaerah 
ldi lKota lTegal ladalah lpenelitian lkualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang digunakan untuk menganalisa kualitas dari pengaruh sosial 
yang tidak dapat diketahui melalui pendekatan kuantitatif.10 
1. Jenis lpenelitian 
Jenis lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lberjudul 
lPenerapan lE-Government lSebagai lUpaya lPeningkatan lPartisipasi 
lMasyarakat lDalam lPenyelenggaraan lPemerintahan lDaerah ldi lKota 
lTegal ladalah lPenelitian lyuridis lempiris. Penelitian yuridis empiris 
berarti tata cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian 
dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder setelah itu melaksanakan 
penelitian terhadap data primer di lapangan. 11 
2. Pendekatan lPenelitian 
Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan 
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah 
mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai sistem 
pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam suatu sistem kehidupan 
yang nyata.12 Disini berarti menitikberatkan penelitian dengan tujuan 
memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung 
ke Pemerintah Daerah di Kota Tegal. 
 
                                                             
 10 Saryono,”Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Alfabeta,2010,hlm.1. 
 11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985,hlm.52. 





3. Sumber ldata 
Sumber ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ldiambil 
ldari ldata lprimer ldan ldata lsekunder. 
a. Data lPrimer ladalah ldata lyang ldiperoleh lsecara llangsung ldari 
lsumber ldari lsumber lpertama lterkait ldengan lpermasalahan lyang 
ldibahas.13 lSumber ldata lprimer ldiperoleh lpeneliti lmelalui 
lpengamatan latau lobservasi llangsung lyang ldidukung ldengan 
lwawancara lterhadap linforman. lDalam lsumber ldata lprimer 
lpeneliti lakan lmelakukan lpengamatan latau lobservasi ldi 
lPemerintah lDaerah lKota lTegal lagar lpeneliti llebih ljelas ldalam 
lmelihat lpenerapan lE-Government lsecara llangsung lakan 
lmelakukan lwawancara lkepada lkepala ldan lpegawai ldilingkungan 
lPemerintah lDaerah lKota lTegal lkhususnya lbidang lIT l(teknologi) 
ldan lmasyarakat ldi lwilayah lKota lTegal lagar lpeneliti llebih 
lmengetahui lbagaimana ltingkat lpartisipasi lmasyarakat lmenerapkan 
lE-Government ldalam lpenyelenggaraan lpemerintahan ldaerah ldi 
lKota lTegal. 
Kemudian lpeneliti lmenggunakan lbahan lhukum lprimer lyaitu 
lUndang l– lundang lNomor l23 lTahun l2014 ltentang lPemerintahan 
lDaerah, lInstruksi lPresiden lNomor l3 lTahun l2003 ltentang 
lKebijakan ldan lStrategi lNasional lPengembangan lE-Government, 
                                                             





lPeraturan lPemerintah lNomor l95 ltahun l2018 ltentang lSistem 
lPemerintahan lBerbasis lElektronik l(SPBE). 
b. Data lSekunder lsekunder ladalah ldata lyang ldiperoleh ldari lstudi 
lkepustakaan. lSumber ldata lsekunder lpenelitian lini ladalah ldata l– 
ldata lyang ldiperoleh ldengan lmelakukan lkajian lpustaka lseperti 
lbuku l– lbuku lilmiah l, lhasil lpenelitian ldan lsebagainya.14 
Dalam lpenelitian lini lmenggunakan lbahan lhukum lsekunder 
lyaitu lBuku lyang lberkaitan ldengan ljudul lpeneliti,Jurnal lyang 
lberkaitan ldengan ljudul lpeneliti,karya lilmiah lperorangan lyang 
lberkaitan ldengan ljudul lpeneliti,internet,artikel ldan lsurat lkabar 
lyang lberkaitan ldengan ltopik lpeneliti lyaitu lmengetai lPenerapan 
lE-Government lSebagai lUpaya lPeningkatan lPartisipasi lMasyarakat 
lDalam lPenyelenggaraan lPemerintahan lDaerah ldi lKota lTegal. 
4. Metode lPengumpulan ldata 
a. Studi lKepustakaan 
Studi lkepustakaan lini luntuk lmencari lteori, pendapat, ataupun 
lpenemuan lyang lberkaitan ldengan lpokok lpermasalahan,berupa l: 
lPeraturan lPerundangan,Karya lIlmiah lpara lsarjana,dan llain l– llain 
lsumber. lTeknik lpengumpulan ldata lpeneliti lmenggunakan lInpres 
lNomor l3 lTahun l2003 ltentang lKebijakan ldan lStrategi lNasional 
lPengembangan lE-Government l, lUndang l– lUndang lNomor l23 
lTahun l2014 ltentang lPemerintahan lDaerah ldan lPeraturan 
                                                             




lPemerintah lNomor l95 ltahun l2018 ltentang lSistem lPemerintahan 
lBerbasis lElektronik l(SPBE). 
b. Wawancara l 
Wawancara ladalah lcara luntuk lmemperoleh linformasi ldengan 
lbertanya llangsung lpada lyang ldi lwawancarai, lwawancara 
lmerupakan lsuatu lproses linteraksi ldan lkomunikasi.15 lDengan 
lwawancara ldiharapkan lpeneliti lmemperoleh lgambaran lmengenai 
lpenerapan lE-Government ldi lpemerintah ldaerah lKota lTegal. 
lTeknik lpengumpulan ldata lpenulis lakan lwawancara ldengan 
lpegawai lpemerintah ldaerah lKota lTegal l lmengenai lpenerapan lE-
Government l, lhambatan lpemerintah ldaerah, ldan lcara lpenyelesaian 
lpemerintah ldaerah ldalam lmenerapkan lE-Government ldi lKota 
lTegal. 
5. Metode lAnalisis ldata  
Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data , memilah – 
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, 
mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 
lain.16 Dalam metode analisis data peneliti mengumpulkan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara di pemerintah daerah Kota Tegal dan 
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hasil kuisioner masyarakat di wilayah Kota Tegal kemudian 
menganalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil dan 
pembahasan skripsi oleh peneliti.  
G. Sistematika lPenulisan 
  Rencana lpenelitian lini lakan ldisusun ldalam l4 lbagian lbab 
ltahapan ldalam lpenulisan, lyaitu l: l 
  Bab lI lPendahuluan, lBab lini lmerupakan lpengembangan ldari 
lproposal lmemuat ltentang llatar lbelakang, lrumusan lmasalah, ltujuan 
lpenelitian, lmanfaat lpenelitian, ltinjauan lpustaka, lmetode lpenelitian, 
lrencana lsistematika lpenulisan, ljadwal lpenelitian, ldan ldaftar lpustaka. 
lSistematika lpenulisan lyang lmenjadi lacuan ldalam lpenulisan lskripsi lini. 
lBab lini lmerupakan lpengantar lpada linti lpembahasan. 
  Bab lII lTinjauan lKonseptual, lBab lini lmeninjau ltentang 
lpengertian, lmanfaat, lkonsep lE-Government, ltugas lpemerintah ldaerah 
lKota lTegal lterkait lE-Government, lindikator ldalam lpenerapan lE-
Government. 
Bab lIII lHasil lPenelitian ldan lPembahasan, lBab lini lberupa 
luraian lrumusan lmasalah ltentang lpenerapan lE-Government ldi lKota 
lTegal, lTingkat lPartisipasi lmasyarakat ldan lhambatan lpemerintah ldaerah 
ldalam lmenerapkan lE-Government ldi lKota lTegal. 
Bab lIV lPenutup, lmenguraikan ltentang lkesimpulan ldan lsaran 






A. Tinjauan lHistoris lOtonomi lDaerah lDi lIndonesia 
Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu 
mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara 
formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di sahkannya 
UUD NRI 45 pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Masa 
pengaturan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Penjajahan Belanda 
maupun Jepang mempengaruhi pengaturan saat awal diselenggarakannya 
pemerintahan Republik Indonesia oleh karena itu perlu kita cermati sebagai 
tinjauan sejarah otonomi daerah dari sebelum kemerdekaan dan setelah 
merdeke seperti yang terurai dibawah ini.17 
1. Masa lPenjajahan lBelanda 
Seperti yangldi lketahui ldalam lsejarah lIndonesia lsebelum ldi 
ljajah lBelanda, ldi lJawa lberlangsung lmasa l“Pemerintahan” lKerajaan 
lMataram,lPada lmasa lpemerintahan lMataram lsudah ldikenal l“Pekerjaan” 
ldalam lsatu ldaerah ldi lsebut l“Bupati”lyang lkemudian lpada lmasa 
lHindia lBelanda, lnama l“Bupati” ldiresmikan lsebagai lnama ljabatan 
lPimpinan lKabupaten.18 Masa l“Pemerintahan” lHindia lBelanda lStaten 
lGeneral ldi lNegara lBelanda lNederlan ldi lberi lkekuasaan luntuk 
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lmengatur lurusan-urusan ldi lwilayah l“Hindia lBelanda” l(yang lkemudian 
lmenjadi lwilayah lRepublik lIndonesia) lakan ltetapi lbadan lini lbelum 
ljuga lmemikirkan luntuk lmengadakan lpembahasan lsusunan 
lpemerintahan/Desentralisasi lsemacam lUUD lbagi l“Hindia l lBelanda” 
l(Wilayah lIndonesia) lyang ldisebut lRegeerings lReglement/RR lyang ldi 
ldalamnya lterlihat lsistem l“Sentralistis”, lnamun lterdapat lketentuan 
lPokok ldari lpemerintahan ldalam lnegeri lHindia lBelanda l(Wilayah 
lIndonesia) lmenyebutkan lKabupaten-Kabupaten ldi lJawa ldan lMadura, 
ljika ldi lpandang lperlu loleh lGubernur lJenderal, ldi lbagi ldalam ldistrik-
distrik. lHal litu lmenunjukkan ldan lmembuktikan ladanya l“struktur 
lPemerintahan ldi lIndonesia lyang lasli”, lsejak lsebelum lkedatangan 
lBelanda.19 
Ketentuan lRegeerings lReglement l(RR) lkemudian ldi lganti 
lmenjadi lIndishe lSiaatsregeling l(IS), ldengan lketentuan lyang lsama 
ldengan lmengadakan lperubahan lwalaupun ltambahan lyang lmenjadi 
llandasan ladanya lDesentralisasi, lkemudian lsetelah ladanya lpergeseran 
ldari lparadigma lpemerintahan l“sentralisasi” lke l“desenralisasi”, lseluruh 
lwilayah lHindia lBelanda ldibagi ldalam llingkungan lkerja lyang ldisebut 
lwilayah l(gewest), luntuk lkepentingan lpenyelenggaraan l(algemeen 
lbestuur); lGewest l(wilayah) lmerupakan lkesatuan lgeografis ltanpa 
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lperangkat lsendiri ldan ltanpa lkeuangan lsendiri, ljadi lpemerintahan 
dilaksanakan lsecara lsentralistis lekstrim, ljalurnya lhanya ldekonsentrasi.20 
Kemudian ldi lJawa ldan lMadura ldiberlakukan lBestuurs 
lhervormings lwet l l(UU lpenyesuaian lpemerintahan), lyang lberupa lsuatu 
lUndang-Undang lyang lbermaksud lmenyesuaikan l“pemerintah lwilayah” 
ldengan lberlakunya lUndang-Undang ldesentralisasi lbermaksud 
lmembentuk l“Dewan lLokal” lyang lmempunyai l“otonomi”, lkemudian ldi 
lbentuklah lProvinsi l(Province), lKabupaten l(Regentschap) ldan 
lKotamadya l/ lkota l(stads/genente) ldan lhurnine, ldi lJawa ldan lMadura 
ldi lbagi ldalam l3 l(tiga) lprovinsi, lyaitu lJawa lBarat, lJawa lTengah, ldan 
lJawa lTimur ldan l2 l(dua) lGubernemen lterdiri ldari lSurakarta ldan 
lYogyakarta.21 lMengenai lpenyelenggaraan lsistem ldesentralisasi lpada 
lmasa lpemerintahan lHindia lBelanda, ldilaksanakan l1905, lselanjutnya 
lmulai ltahun l1938 lterdapat l3 l(tiga) lwilayah lgubememen lSumatera, 
lKalimantan l(Borneo) ldan lTimur lBesar l(Groote lOost),22 ltiap 
lgubernemen ldi lkepalai loleh lseorang lgubernur lyang lbertugas 
lmelaksanakan lurusan lPemerintah lHindia lBelanda ldan lDepartemen-
Departemen lGubemur lmelaksanakan lpengawasan latas lpemerintah 
lotonomi ldan lswapraja-swapraja lgewesten llama ltetap lpengawasan 
lwilayah ladministrative; lyaitu lkesatuan-kesatuan lPemerintahan ldengan 
lsebutan lkaresidenan lyang ldikepalai loleh lseorang lResiden lyang 
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ltugasnya lmengurus ljalan, ljembatan, lbangunan, lpekerjaan lumum, 
lpengairan, lkesehatan lrakyat, lpemerataan lpertanian lpendidikan 
l(pribumi) lpeternakan l(pemberantasan lpenyakit).23 
Pada ldaerah lkotamadya/kota ldengan lkabupaten lyaitu 
ltingkatannya lsama, lbegitu ljuga ldengan lotonominya, ljenis 
lpemerintahan lyang lmerupakan lDaerah lOtonomi, ldiluar lJawa lMadura 
l(luar lJawa) llangsung ldi lperintah loleh lgubernemen, lsecara 
lketatanegaraan lberada lpada ltahap/ ltataran lantara lprovincie ldan 
lkabupaten l(di lpulau lJawa lsetingkat lkeresidenan) lyang lmengurus ldan 
lmengatur lrumah ltangganya lsendiri.24  
Berdasarkan uraian diatas mengenai sistem pemerintahan Indonesia 
masa penjajahan Belanda dengan corak sentralisistis, sehingga semua urusan 
pusat/pemerintahan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal, kemudian 
mulai ada desentralisasi terbatas, yang mulanya diawali dengan adanya 
desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal yaitu dengan pembentukan 
wilayah administratif, keresidenan, kabupaten, dan kota di Jawa serta satuan 
wilayah dan masyarakat di luar Jawa. 
2. Masa lPenjajahan lJepang 
Sebagaimana ldiketahui, lsetelah lratusan ltahun lBelanda lberkuasa 
ldi lIndonesia, lkemudian ldiambil lalih loleh lPenjajah lJepang lyang 
lberkuasa ldi lIndonesia lselama l3,5 l(tiga lsetengah) ltahun, ldengan 
lmelakukan lperubahanperubahan lyang lcukup lfundamental, ldengan 
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lmembagi ldalam l3 l(tiga) lwilayah l“militer”, lyaitu lSumatera ldan lJawa 
lMadura lsebagai lwilayah langkatan ldarat, lpemerintahan lmelakukan 
lpenetrasi lkedalam lkehidupan lmasyarakat ljauh llebih lintensif 
ldibandingkan ldengan lpemerintahan lHindia lBelanda.25 
Masa lpenjajahan lJepang, lpemerintahan lyang ldi lbentuk ladalah 
l“Pemerintahan lMiliter”, lyang lmelaksanakan lpemerintahan ldi 
lIndonesia, ldengan lpenyelenggaraan lyang lsesuai ldengan lkepentingan 
langkatan lperang lJepang lyang lbersangkutan, ldengan lmelanjutkan 
lpemerintahan lyang ltelah lada, lyaitu lpemerintahan ldari lmasa lHindia 
lBelanda. lPemegang lkekuasaan lpemerintahan lmiliter ltertinggi ladalah 
lDai lNippon lyang ljuga lmemegang lkekuasaan lyang ldahulu lada 
lditangan lGubernur lJenderal, ldengan lsistem lpemerintahanmenghapus 
ljalur ldekonsentrasi.26 
Pimpinan Bala Tentara Jepang memerintah Indonesia pada masa 
penjajahan Jepanglsebagai lpemerintah lpusat lyang ldikuasai lAngkatan 
lDarat ldan lAngkatan lLaut, lsedangkan lpemerintah lDaerah ltetap 
ldiserahkan lKenco l/ lBupati ldan lSi-Co/Walikota, lsemuanya lberada 
ldibawah lSyuucokan/Residen l(orang lJepang), lsusunan lPemerintah ldi 
lDaerah ldiatur ldalam lOsamu lSeirei lNo. l27 ltahun l1942. 
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3. Masa lKemerdekaan lRepublik lIndonesia 
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berdiri sebelum 
dikumandangkannya proklamasi, lyang ltelah lterbentuk lsebagai lLembaga 
lKebangsaan lIndonesia lpada ltanggal l9 lAgustus l1945 loleh ltokoh-tokoh 
lBangsa lIndonesia, ldan lsejak ltanggal l15 lAgustus l1945 lyang ldipimpin 
loleh lSoekarno-Hatta, Kemudian Menurut kaidah yang belakulterbentuk 
lsetelah lpengucapan lproklamasi lkemerdekaan lRepublik lIndonesia loleh 
lSoekarno-Hatta lpada ltanggal l17 lAgustus l1945 ldan lUndang-Undang 
lDasar lNegara lRepublik lIndonesia ltahun l1945 lpada ltanggal l18 
lAgustus l1945, ldan lsejak lsaat litu ldalam lmenjalankan lpemerintahan 
lNegara lRepublik lIndonesia lharus lberpijak lpada lUUD l1945, lsebagai 
lkonstitusi ltertinggi ldi lnegara lRepublik lIndonesia. 
Perkembangan lkebijakan ldan llandasan lhukum lpenyelenggaraan 
lpemerintahan ldaerah, lhal-hal lyang lberkaitan ldengan lprinsip ldan 
lsistem lpembagian lurusan lpemerintah lpusat lmaupun lpemerintah 
ldaerah, ldalam lrangka lpenerapan lasas ldesentralisasi ldi lIndonesia, 
ltertuang ldalam lPasal l18 lUUD l1945 lsebelum lperubahan lyang 
lberbunyi l: l“Pembagian ldaerah lIndonesia latas ldasar lbesar ldan lkecil 
ldengan lbentuk lsusunan lpemerintahannya lditetapkan ldengan lUndang-
Undang, ldengan lmemandang ldan lmengingati ldasar lpermusyawaratan 
ldalam lsistem lpemerintahan lNegara ldan lhak-hak lasal lusul ldalam 




Bahwa ldari lisi ldan ljiwa lPasal l18 lUUD l1945 lbeserta 
lpenjelasannya, lmenurut lSolly lLubis l: l“Jelaslah lbahwa lpemerintah 
ldiwajibkan luntuk lmelaksanakan lpolitik l“Desentalisasi” ldan 
lDekonsentrasi ldibidang lketatanegaraan”, lsebenarnya lpasal ltersebut 
llebih lbanyak lmengandung lketentuan ltentang lpenyelenggaraan 
lpemerintah, ldalam lhal lini lpemerintah ldaerah.27  
Indonesia lmerupakan lNegara lkesatuan, lyang lterbentuk lsejak 
ltunggal l18 lAgustus l1945, ltertuang ldalam lPasal l1 layat l(1) lUndang-
Undang lDasar l1945 lyang lberbunyi l: l“Negara lIndonesia lialah lNegara 
lKesatuan, lyang lberbentuk lRepublik”. lDan lpada lpenjelasannya 
lmenetapkan lbentuk lNegara lkesatuan ldan lRepublik lmengandung lisi 
lpokok lpemikiran lkedaulatan lrakyat, ljuga ldalam lPancasila ltertuang 
ljelas lpada lsila lketiga lyang lberbunyi l: l“Persatuan lIndonesia”. lArtinya 
lbahwa lbentuk lNegara lKesatuan lIndonesia ltelah ldinyatakan lsecara 
lbulat ldan lkonsitusional ltertuang ldalam ldasar lNegara lIndonesia, lyaitu 
lUndang-Undang lDasar l1945 ldan lPancasila, ldiharapkan ldapat 
lmenyatukan lseluruh lwilayah lNusantara lyang lluas ldan lterbagi 
lkepulauan-kepulauan ldan lsuku lbangsa. lPrinsip l“Negara lKesatuan” 
lRepublik lIndonesia ltertuang ldalam lPasal l1 layat l(1) lUUD l1945, lyang 
ltetap ltidak lberubah lsampai lsekarang, lwalaupun lUUD l1945 ltelah 
lmengalami lperubahan/amandemen lke l4 l(empat) lkalinya, ltetap lberisi 
lketentuan lbahwa l“Indonesia l(Republik lIndonesia) ladalah lNegara 
                                                             




lKesatuan lyang lberbentuk lRepublik”; lmempunyai lmakna lNegara 
ltunggal l(satu lNegara) lyang lmonosentris l(berpusat lsatu) lterdiri lhanya 
lsatu lNegara, lsatu lpemerintahan, lsatu lkepala lNegara, lsatu lbadan 
llegislatif lyang lberlaku lbagi lseluruh ldaerah ldi lwilayah lNegara 
lbersangkutan, l ldalam lmelakukan laktifitas lkeluar lmaupun lkedalam 
ldiurus loleh lsatu lpemerintahan lyang lmerupakan llangkah lkesatuan, lbaik 
lpemerintah lpusat lmaupun ldaerah.28 
Karena lluasnya lwilayah lRepublik lIndonesia, ldan lterbagi ldalam 
lbentuk lkepulauan lserta ldaerah-daerah ldalam lmenjalankan 
lpemerintahan, lmaka lprinsip lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia ltidak 
lbisa ldipisahkan ldengan lprinsip lDesentralisasi latau lotonomi ldaerah 
lyang ldidasarkan lpada lPasal l18 lUndang-Undang lDasar l1945 lsebelum 
lperubahan. lYang lberbunyi l: l“Pembagian lDaerah lIndonesia latas ldasar 
lbesar ldan lkecil ldengan lbentuk lsusunan lpemerintahannya lditetapkan 
ldengan lundang-undang ldengan lmemandang ldan lmenghayati ldasar 
lpemusyawaratan ldalam lsistem lpemerintahan lNegara ldan lhak-hak lasal 
lusul ldalam ldaerah lyang lbersifat listimewa”. 
Prinsip lDesentralisasi latau lotonomi lDaerah lyang ltertuang ldalam 
lPasal l18 lUUD l1945, luntuk llebih lmendalami lmaksudnya, llebih ltegas 
ldituangkan ldalam lpenjelasannya, lyang lberbunyi: l(1) lOleh lkarena 
lNegara lIndonesia litu lsuatu l"eenheidstaat", lmaka lIndonesia ltak lakan 
lmempunyai ldaerah ldi ldalam llingkungan lyang lbersifat lstaat ljuga 
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lDaerah lIndonesia lakan ldibagi ldalam ldaerah lprovinsi ldan ldaerah 
lprovinsi lakan ldibagi lpula ldalam ldaerah lyang llebih lkecil. lDi ldaerah-
daerah lyang lbersifat lotonomi l(streek ldan llocale lrechts 
lgemenschappen) latau ldaerah lbersifat ladministrasi lbelaka, lsemua 
lmenurut laturan lyang lakan lditetapkan ldengan lUndang-Undang. 
lKemudian lmengenai lotonomi lDaerah lini ldikuatkan ldan ldiuraikan llagi 
lsecara lrinci ldalam lamandemen lUUD l1945, lberkaitan ldengan lprinsip 
lNegara lKesatuan lclan lprinsip lOtonomi lDaerah lyang ltidak lbisa 
ldipisahkan lantara lPasal l1 layat l(1) lUUD l1945 ldan lPasal l18 lUUD 
l1945 lbaik lsebelum lmaupun lsesudah lamandemen, lmaka ldapat ldi 
lsimpulkan lantara llain l“Dalam lrangka lNegara lkesatuan lRepublik 
lIndonesia ldan lmemperhatikan ltujuan lpemberian lotonomi lkepada 
lDaerah, lmaka lpenyelenggaraan lotonomi ldaerah loleh lpemerintah 
ldaerah lmerupakan lsub lsistem ldari lsistem lpemerintahan lNegara, 
lkhususnya lpemerintahan leksekutif ldiselenggarakan loleh lpemerintah 
lpusat, lpemerintah ldaerah lsampai lpemerintah ldesa. 
Undang-Undang lDasar l1945 lPasal ll layat l(1), lmenyatakan 
ldengan ltegas lbahwa lIndonesia ladalah lNegara lKesatuan lyang 
lberbentuk lRepublik. lPrinsip lpada lNegara lKesatuan lialah lpemegang 
ltampuk lkekuasaan ltertinggi latas lsegenap lurusan lnegara lialah 
lPemerintah lPusat ltanpa ladanya lsuatu ldelegasi latau lpelimpahan 
lkekuasaan lkepada lPemerintah lDaerah l(local lgovernment).29 Negara 
                                                             




lKesatuan lmerupakan llandasan lbatas ldari lisi lpengertian lotonomi. 
lBerdasarkan llandasan lbatas ltersebut ldikembangkan lberbagai lperaturan 
l(rules) lyang lmengatur lmekanisme lyang lakan lmenjelmakan 
lkeseimbangan lantara ltuntutan lkesatuan ldan ltuntutan lotonomi. lDi lsini 
lpulalah lletak lkemungkinan lspanning lyang ltimbul ldari lkondisi ltarik 
lmenarik lantara lkedua lkecenderungan ltersebut.30  
Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut 
dengan corak yang berbeda-beda, tentunya dilandasi dengan peraturan 
perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula, oleh karena itu, 
lahirnya undang-undang yang mendasari Otonomi Daerah itu dilatar 
belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu. 
Berikut ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 1945. 
1) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1945 
ltentang lKedudukan lKomite lNasional lDaerah  
  Undang-Undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan 
rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Didalam Undang-Undang ini ditentukan 3 (tiga) jenis Daerah Otonomi, 
yaitu Keresidenan, Kabupaten dan Kota. Otonomi Daerah diberikan kepada 
daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui Undang - Undang 
berupa kewenangan pangkal yang sangat terbatas dan selama kurun waktu 
                                                             




3 (tiga) tahun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Undang- 
Undang ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. 
2) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l1948 
ltentang lPemerintahan lDaerah 
  Undang-undang ini hanya berfokus pada pengaturan tentang 
susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Di dalam Undang-Undang 
ini ditentukan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan 
daerah otonomi istimewa serta ada 3 (tiga) tingakatan daerah otonom, yaitu 
Propinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota Kecil. Undang-Undang ini 
juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.  
3) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1957 ltentang 
lPokok-pokok lPemerintahan lDaerah 
  Undang-Undang lini lberlaku lsecara lseragam ldi lseluruh 
lIndonesia, ltitik lberatnya ladalah lpengaturan lpada laspek lotonomi lyang 
lseluas-luasnya lDi ldalam lUndang-Undang lini ldi ltetapkan lada l3 l(tiga) 
ltingkatan ldaerah lotonomi lyaitu lDaerah lTingkat lI ltermasuk lKota 
lPraja lJakarta lRaya, lDaerah lTingkat lII ldan lDaerah lTingkat lIII. l 
  Dalam lpada lini lpelaksanaan lOtonomi lDaerah lsemakin 
lmendapat lperhatian lPemerintah lPusat, ldi lmana lPemerintah lPusat ldi 
lwajibkan lmelaksanakan lpolitik ldesentralisasi ldi lsamping 
ldekonsentrasi. lNamun ldemikian lOtonomi lDaerah lsaat lberlakunya 
lUndang-Undang lini ljuga lbelum lbisa ldilaksanakn lsepenuhnya, lbahkan 




4) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor ll8 lTahun ll965 ltentang 
lPokok-pokok lPemerintahan lDaerah 
  Undang l- lUndang lini lsudah lmenganut lsistem lOtonomi lyang 
lseluas-luasnya; lpembagian ldaerah lotonom lsebanyak l3 l(tiga) 
ltingkatan, lyaitu lPropinsi lsebagai lDaerah lTingkat lI, 
lKabupaten/Kotamadya lsebagai lDerah lTingkat lII ldan lKecamatan/Kota 
lPraja lsebaga lDaerah lTingkat lIII. lWalaupun lUndang-Undang lini 
lmenganut lsistem lotonomi lyang lseluas-luasnya ltetapi ltidak lada 
lsatupun lPeraturan lPemerintah l(PP) lyang lditerbitkan ldalam lrangka 
lpenyerahan lsebagian lurusan lpemerintahan l(Desentralisasi) lkepada 
ldaerah, l loleh lkarena litu lUndang-Undang lini ljuga lbelum lbisa 
ldilaksanakan lsepenuhnya. 
  Kemudian lUndang-Undang lini ldinyatakan ltidak lberlaku 
lberdasarkan lUndang- lUndang lNomor l6 lTahun l1969. lDengan 
lKetentuan lbahwa lpernyataan ltidak lberlakunya lUndang-Undang lini 
lpada lsaat lditetapkannya lUndang-Undang lyang lmenggantikannya. 
5) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor l5 lTahun l1974 ltentang 
lKetentuan-ketentuan lPokok lPemerintahan lDaerah 
  Dalam lUndang-Undang lini lazas lDesentralisasi ldilaksanakan 
lbersamaan ldengan lazas lDekonsentrasi ldan lmedebewind, lmelalui 
lpenyerahan lurusan lsecara lbertahap lsesuai ldengan lkemampuan 
l(kewenangan ldaerah lotonom lterbatas) ldan lsemunya ltergantung 




  Dalam lmengelola lsumber ldaya lalam l(SDA) lsepenuhnya 
lmenjadi lwewenang lPemerintah lPusat, ltidak lada lkewenangan lyang 
ldiberikan lkepada lPemerintah lDaerah, ltermasuk lrekruting lPejabat 
lPolitik, lProses lLegislasi ldaerah lmelalui lizin ldan lpetunjuk lPemerintah 
lPusat. lYang lmemegang lkepeminpinan ldalam lpemerintahan ldaerah 
ladalah lKepala lDaerah ldan lDPRD, lkedudukan lGubemur lsebagai 
lKepala lDaerah lmerupakan lKepala lPemerintahan, lsekaligus lkepala 
lwilayah lbertanggung ljawab lkepada lPresiden lmelalui lmenteri ldalam 
lnegeri, lsedangkan lkedudukan lDPRD lsebagai lunsur lPemerintahan 
lDaerah ldan ljuga lberfungsi lsebagai lwakil lrakyat. lMaka lkedudukan 
lGubernur lsebagai lKepala lDaerah lsangat ldominan. lUndang-Undang 
lini lmengenal ladanya lperangkat lDekonsentrasi ldi ldaerah lTingkat lI 
ldan lTingkat lII, ldimana lkewenangan lKabupaten ldan lKota lbersifat 
lresidule, ldan ltidak lmengenal ladanya lotonomi ldesa. 
6) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor l22 lTahun l1999 
ltentang lPemerintahan lDaerah 
  Pada lUndang-Undang lini lazas lDesentralisai ldi llaksanakan ldi 
lKabupaten ldan lKota, l lsedangkan lDesentralisasi ldilaksanakan 
lbersama-sama ldi lProvinsi ldalam lkedudukannya lsebagai lDaerah 
lOtonomi lterbatas lsekaligus lwilayah ladministrasi. 
  Desentralisasi lditetapkan lbersamaan lpenetapan lstatus ldaerah 




lbersifat lmandiri ldan lbervariasi lsesuai laspirasi lmasyarakat llokal, 
lsumber ldaya lalam ldi ldaerahnya lmasing l- lmasing. l 
  Pemerintahan lDaerah ladalah lKepala lDaerah lbeserta lperangkat 
lDaerah lOtonom lsebagai lbadan leksekutif ldaerah, lsedangkan lDPRD 
lsebagai lBadan llegislatif ldaerah, ltermasuk lmenjalankan lpemilihan 
lKepala lDaerah lmenjadi lkewenangan lDPRD. lMaka lkedudukan lDPRD 
lpada lsaat litu lsangat lkuat. l 
  Kepala lDaerah ldalam lmenjalankan ltugasnya lbertanggung 
ljawab lkepada lDPRD ldan lwajib lmenyampaikan lpertanggungjawaban 
lkepada lDPRD lsetiap ltahun langgaran, lapabila lpertanggungjawaban 
lKepala lDaerah lditolak lyang lke ldua lkalinya, lmaka lDPRD 
lsewaktuwaktu ldapat lmengusulkan lpemberhentiannya lkepada lPresiden 
lRI. 
7) Masa lberlakunya lUndang-Undang lNomor l32 lTahun l2004 
ltentang lPemerintahan lDaerah 
  Dalam lUndang-Undang lini lAzas lDesentralisasi ldi llaksanakan 
ldi lPropinsi ldan lKabupaten/Kota, lsedangkan lDekonsentrasi lhanya ldi 
llaksanakan ldi lPropinsi. lPada lperiode lini lhampir lmirip lseperti 
lUndang-Undang lNomor l5 lTahun l1974 lyaitu lmenempatkan lDPRD 
lsebagai lbagian lPemerintahan lDaerah lbersama-sama lKepala lDaerah, 
lmenjalankan lPemerintahan lDaerah l(DPRD lmerupakan lbagian ldari 




lkepada lDRPD ltetapi lbertanggungjawab lkepada lPresiden lmelalui 
lMenteri lDalam lNegeri. l 
  Undang-Undang lini lsudah lmengatur ltentang lPemilihan lKepala 
lDaerah lLangsung loleh lrakyat, lsehingga ldemokrasi lada lpada lrakyat, 
ldan lagak listimewanya ladalah lmengenal ladanya lotonomi ldesa. 
 
B. Tinjauan lTentang lPenerapan lE-Government 
1. Pengertian lE-Government 
Dalam lpemanfaatan lteknologi linformasi ldan lkomunikasi 
lterbentuk lsebuah lsistem lmanajemen ldan laktivitas lkerja ldi 
llingkungan lpemerintahan. le-government latau lelectronic lgovernment 
lmerupakan lsuatu lupaya luntuk lmempublikasikan lbentuk 
lkepemerintahan lyang lberbasis lelektronik. 
E-Government ljuga ldapat ldipahami lsebagai lpenggunaan 
lteknologi lberdasarkan lWEB l(jaringan), lkomunikasi linternet, ldan 
ldalam lkasus ltertentu lmerupakan laplikasi linterkoneksi luntuk 
lmemfasilitasi lkomunikasi ldan lmemperluas lakses lke ldan latau ldari 
lpemberian llayanan ldan linformasi lpemerintah lkepada lpenduduk, 
ldunia lusaha, lpencari lkerja, ldan lpemerintah llain, lbaik linstansional 
lmaupun lantar lnegara.31 
Selain litu, lkombinasi lantara lbuah lpemikiran lNew lPublic 
lManagement l(NPM) ldengan lpemanfaatan lteknologi linformasi lyang 
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lnampak ldi ldalam lfenomena ladministrasi lmelalui linternet lini ltelah 
lmelahirkan lkonsep laplikasi lpemerintahan ldigital latau lyang llebih 
lpopuler ldisebut lsebagai lElectronic lGovernment. lBank lDunia l(World 
lBank) lmendefinisikan le- lGovernment lsebagai lberikut: l“e-
Government lmengarahkan luntuk lpenggunaan lIT loleh lsemua lagen 
lpemerintahan l(seperti lWAN, linternet, lmobile lcomputing) lyang 
lmempunyai lkemampuan luntuk lmengubah lhubungan ldengan 
lmasyarakat, lbisnis ldan lpihak lyang lterkait ldengan lpemerintahan. 
Di lsisi llain, lUNDP l(United lNation lDevelopment lProgramme) 
lmendefisinikan le-Government lsecara llebih lsederhana, lyaitu: l“e-
Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi ldan lkomunikasi 
l(ICT-Information land lCommunication lTechnology) loleh lpihak 
lpemerintahan. 
Sementara litu, lvendor lperangkat llunak lterkemuka, lSAP 
lmemiliki ldefinisi lyang lcukup lunik, lyaitu: l l“e-Government ladalah 
lsebuah lperubahan lyang lglobal luntuk lmempromosikan lpenggunaan 
linternet loleh lpihak lyang lterkait ldengannya. lJanet lCaldow, lDirektur 
lInstitute lfor lElectronic lGovernment l(IBM lCorporation) ldari lhasil 
lkajiannya lbersama lKennedy lSchool lof l23 lGovernment, lHarvard 
lUniversity, lmemberikan lsebuah ldefinisi lyang lmenarik, lyaitu: 
l“Electronic lGovernment lbukanlah lsebuah lperubahan lfundamental 
lyang lberjangka lpendek lpada lpemerintahan ldan lhal litu lkita ldapat 




lformal ldari lpemerintah lRepublik lIndonesia, lsebagaimana ldiatur loleh 
lKementerian lKomunikasi ldan linformatika l(Keminfo) ladalah 
lpelayanan lpublik lyang ldiselenggarakan lmelalui lsitus lpemerintah 
ldimana ldomain lyang ldigunakan ljuga lmenunjukkan ldomain 
lPemerintah lIndonesia lyakni lgo.id. lSehingga lberdasarkan ldefinisi 
lformal lini, lwalaupun lada lwebsite lyang lsecara lreal ldikelola loleh 
lpemerintah ldan ldigunakan luntuk lpelayanan lpublik lnamun lapabila 
ltidak lber-domain lgo.id lmaka ltidak lmasuk lklasifikasi le-Government. 
Instruksi lPresiden lNo. l3 lTahun l2003 ltentang lKebijakan ldan 
lStrategi lNasional lPengembangan le-Government lmenjelaskan lbahwa 
lpengembangan le-Government lmerupakan lupaya luntuk 
lmengembangkan lpenyelenggaraan lkepemerintahan lyang lberbasis 
l(menggunakan) lelektronik ldalam lrangka lmeningkatkan lkualitas 
llayanan lpublik lsecara lefektif ldan lefisien. lMelalui lpengembangan le-
Government ldilakukan lpenataan lsistem lmanajemen ldan lproses lkerja 
ldi llingkungan lpemerintah ldengan lmengoptimalisasikan lpemanfaatan 
lteknologi linformasi. 
2. Manfaat lE-Government 
Negara lamerika lmerupakan lsalah lsatu lnegara lbesar lyang 
lmengimplementasikan lkonsep le-government, lmanfaat lpenerapan le-
government ldi lsuatu lnegara ldijelaskan loleh lAl lGore ldan lTony 




a. Memperbaiki lkualitas lmesyarakat lpemerintah lkepada lpara 
lstakeholder-nya l(masyarakat, lkalangan lbisnis, ldan lindustri) 
lterutama ldalam lkinerja lefektifitas ldan lefisiensi ldi lberbagai 
lbidang lkehidupan ldan lbernegara. 
b. Meningkatkan ltransparansi, lkontrol, ldan lakuntabilitas 
lpenyelenggaraan lpemerintah ldalam lrangka lpenerapan lkonsep 
lGood lCorporate lGovernment. 
c. Mengurangi lsecara lsignifikan ltotal lbiaya ladministrasi, lrelasi ldan 
linteraksi lyang ldikeluarkan lpemerintah lmaupun lstakeholder-nya 
luntuk lkepentingan lsehari-hari. 
d. Menciptakan lsuatu llingkungan lmasyarakat lbaru lyang ldapat lsecara 
lcepat ldan ltepat lmenjawab lberbagai lpermasalahan lyang ldihadapi 
lsejalan ldengan lberbagai lperubahan lglobal ldan ltren lyang lada 
ldan lsebagiannya.32 l 
3. l lTahapan lPengembangan lE-Government 
Di ldalam lInstruksi lPresiden l(Inpres) lNo. l3 lTahun l2003 
ltentang lkebijakan ldan lStrategi lNasional lPengembangan le-
Government ldi ljelaskan lbahwa lpenerapan le-Government ldi lsetiap 
llembaga lpemerintah lmengacu lkepada lpentahapan lpengembangan le-
Government lsecara lnasional, ldan ldisesuaikan ldengan lkondisi lyang 
lada ldi lsetiap llembaga lpemerintah lyang lmencakup lPrioritas llayanan 
lelektronik lyang lakan ldiberikan. lKondisi linfrastruktur linformasi lyang 
                                                             





ldimiliki, lKondisi lkegiatan llayanan lsaat lini, lKondisi langgaran ldan 
lsumber ldaya lmanusia lyang ldimiliki. 
Jangka lwaktu lpenerapan le-Government ldi lsetiap llembaga 
lpemerintah lbervariasi lsesuai ldengan lkondisi lyang lada, ltetapi ltetap 
ldalam lkerangka lrencana lpenerapan le-Government lsecara lnasional. 
lPentahapan ldalam lpenerapan le-Government ldi lsetiap llembaga 
lpemerintah lmengikuti l: 
 l a. lTingkat lpersiapan, lantara llain l: 
1. Pembuatan lsitus lweb lpemerintah ldi lsetiap llembaga; 
2. Pendidikan ldan lpelatihan lsumber ldaya lmanusia lmenuju 
lpenerapan le-Government; 
3. Penyediaan lsarana lakses lpublik lantara llain ldalam lbentuk 
lMultipurpose lCommunity lCenter l(MCC), lWarung ldan lKios 
lInternet, ldan llain-lain; 
4. Sosialisasi lkeberadaan llayanan linformasi lelektronik, lbaik luntuk 
lpublik lmaupun lpenggunaan linternal; 
5. Pengembangan lmotivasi lkepemimpinan l(eleadership) ldan 
lkesadaran lakan lpentingnya lmanfaat le-Government l(awarness 
lbuilding); 
6. Penyiapan lperaturan lpendukung. 
 b. lTingkat lPematangan, lantara llain l: 
1. Pembuatan lsitus linformasi llayanan lpublik linteraktif, lantara llain 




lfasilitas ltanya ljawab ldan llain-lain l: lPembuatan lhubungan ldengan 
lsitus linformasi llembaga llainnya l(hyperlink). 
 c. lTingkat lPemantapan, lantara llain l: 
1. Penyediaan lfasilitas ltransaksi lsecara lelektronik lantara llain ldengan 
lmenambahkan lfasilitas lpenyerahan lformulir, lfasilitas lpembayaran 
ldan llain-lain. 
2. Penyatuan lpenggunaan laplikasi ldan ldata ldengan llembaga llain 
l(interoperabilitas). 
 d. lTingkat lPemanfaatan, lantara llain l: 
1. Pembuatan lberbagai laplikasi luntuk lpelayanan lG2G l(Government 
lto lGovernment), lG2B l(Government lto lBussines) ldan lG2C 
l(Government lto lCommunity) lyang lterintegrasi. 
2. Pengembangan lproses llayanan le-Government lyang lefektif ldan 
lefisien. 
3. Penyempurnaan lmenuju lkualitas llayanan lterbaik l(best lpractice). 
4. l lTujuan lPengembangan lE-Government 
 Dalam lInstruksi lPresiden lNomor l3 ltahun l2003 ltentang lkebijakan 
ldan lstrategi lnasional lpengembangan le-government, lPengembangan le-
government lmerupakan lupaya luntuk lmengembangkan lpenyelenggaraan 
lkepemerintahan lyang lberbasis l(menggunakan) lelektronik ldalam lrangka 
lmeningkatkan lkualitas llayanan lpublik lsecara lefektif ldan lefisien. l 
 Terdapat lempat ltujuan lyang ldibuat luntuk lmenjalankan 




a Terbentuknya lsebuah ljaringan linformasi ldan ltransaksi lpelayanan lpublik 
lyang lberkualitas, ldapat lmemenuhi lkebutuhan lmasyarakat, ldapat 
ldijangkau ldisetiap lmasyarakat ldan lwilayah ldi lseluruh lIndonesia. l 
b Meningkatkan lperkembangan lperekonomian, lmempertahankan lstabilitas 
lekonomi, ldan ldapat lbersaing ldengan lperdagangan linternasional 
lmelalui lhubungan linteraktif ldengan ldunia lusaha. l 
c Terbentuknya lmekanisme ldan lpola lkomunikasi ldengan llembaga-
lembaga lnegara ldan lmenyediakan lfasilitas-fasilitas lseperti ldialog lpublik 
ldengan lmasyrakat lsehingga likut lberpartisipasi ldalam lperumusan 
lkebijakan lnegara. l 
d Terbentuknya lproses lkerja ldan lsistem lmanajeme lyang ltransparan ldan 
lefisien lserta lmemperlancar ltransaksi ldan llayanan lantar llembaga 
lpemerintah ldan lpemerintah ldaerah lotonom. 
5. l lStrategi lPengembangan lE-Government 
Didalam lInstruksi lPresiden lNo.3 lTahun l2003 ldijelaskan ljuga 
lmengenai lStrategi lPengembangan lE-Government ldengan 
lmempertimbangkan lkondisi lsaat lini. lPencapaian lstrategis le-government 
lperlu ldilaksanakan lmelalui lenam lstrategi lyang lberkaitan lerat, lyaitu: l 
a. Mengembangkan lsistem lpelayanan lyang landal ldan lterpercaya, lserta 
lterjangkau loleh lmasyarakat lluas. 
b. Menata lsistem lmanajemen ldan lproses lkerja lpemerintah ldan 




c. Memanfaatkan lteknologi lserta ldunia lusahan lmengembangan lindustri 
ltelekomunikasi ldan lteknologi linformasi. 
d. Meningkatkan lperan lserta ldunia lusaha ldan lmengembangkan lindustry 
ltelekomunikasi ldan lteknologi linformasi. 
e. Mengembangkan lkapasitas lSDM lbaik lpada lpemerintah lmaupun 
lpemerintah ldaerah lotonom ldisertai ldengan lmeningkatkannya le-literacy 
lmasyarakat. 
f. Melaksanakan lpengembangan lsecara lsistematik lmelalui ltahapan-tahapan 
lyang lrealistik ldan lterukur. l 
6. l lKonsep lE-Government 
Konsep lsistem ladministrasi lpemerintahan lyang lefesien lini ldisebut 
lE-Government. lHal lini lmerupakan laspirasi ldari lmasyarakat lyang 
lmenginginkan luntuk ltata lkelola lpemerintah lyang lbaik ldan lpelayanan 
lyang lterpadu l. lDengan ladanya lE-Government ldiharapkan lmeningkatnya 
lefisiensi, lefektifitas, ltransparansi ldan lakuntabilitas ldalam 
lpenyelenggaraan lkepemerintahan. 
7. l lKlasifikasi lE-Government l  
Tipe relasi dalam E-Government dapat dibedakan dalam empat tipe 
sebagai berikut :  
a. Government to Citizens (G-to-C)  
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling 
umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai 




hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama 
untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). 
Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-
Governmentbertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan 
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar 
masyakatdapatdengan dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk 
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.  
b. Government to Business (G-to-B)  
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah 
membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda 
perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam 
melakukan aktifitas seharai-hari, entity bisnis semacam perusahaan swasta 
membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh 
pemerintah. Disamping itu,yang bersangkutan juga harus berinteraksi 
dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan 
kewajiban organisasinya sebagai sebuah entity berorientasi 
profit.diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengankalangan 
bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar parapraktisi bisnis dalam 
menjalankan roda perusahaannya, namun lebihjauh lagi banyak hal yang 
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik 






c. Government to Governments (G-to-G)  
  Era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan di negara-negara 
untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hai ke hari. 
Kebutuhanuntuk berinteraksi antar suatu pemerintah dengan pemerintah 
setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi 
semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara 
dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri,perusahaan, 
dan lain-lain)dalam melakukan hal-halyang berkaitan dengan administrasi 
perdagangan,proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan 
budaya, dan lain sebagainya.  
d.  Government to Employees (G-to-E)  
Pada akhirnya aplikasi E-Government juga diperuntukkan untuk 
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau 
karyawan pemerintahan yang bekerja di sebuah institusi sebagai pelayan 
masyarakat.  
8. lPenerapan lE-Government ldi lIndonesia 
Pembahasan lmengenai lpenerapan lE-Government lbukan 
lhanyamenerapkan lsistem lpemerintahan lsecara lelektronik lsaja, lmelainkan 
lmempunyai lpembahasan lyang llebih lmendalam ldaripada litu. l 
Pertama-tama lyang lharus ldilihat ladalah lbagaimana lsistem 
lpemerintahan lberjalan, lsebelum lpenerapan lE-Government, luntuk 
lmenjalankan lE-Government ldiperlukan lsuatu lsistem linformasi lyang lbaik, 




ldari lkesemuanya litu lbisa ldidapatkan lsuatu lsistem linformasi lyang lterjalin 
ldengan lbaik. lKarena ldengan lsistem linformasi lyang ldemikian lakan 
lmemudahkan lpemerintah ldalam lmenjalankan lfungisnya lke lmasyarakat. 
lSedangkan luntuk lmewujudkan lsistem linformasi lyang lbaik, lteratur ldan 
lsinergi lantara llembaga lpemerintahan, lmaka lsistem linformasi ldari 
lmasing-masing llembaga lpemerintahan lharus lmemenuhi lsuatu lstandar 
lsistem linformasi, ldimana lstandar lini lmeliputi lpersyaratan lminimal luntuk 
lfaktor-faktor ldari lsistem linformasi ltersebut. l 
Spektrum limplementasi laplikasi lE-Government lsangatlah llebar 
lmengingat lbanyaknya ltugas ldan ltanggung ljawab lpemerintah lsebuah 
lnegara lyang lberfungsi luntuk lmengatur lmasyarakatnya lmelalui lberbagai 
ljenis linteraksi ldan ltransaksi. lPengertian ldan lpenerapan lE-Government ldi 
lsebuah lnegara ltidak ldapat ldipisahkan ldengan lkondisi linternal lbaik 
lsecara lmakro lmaupun lmikro ldari lnegara lyang lbersangkutan, lsehingga 
lpemahamannya lsangat lditentukan loleh lsejarah, lbudaya, lpendidikan, 
lpandangan lpolitik, lkondisi lekonomi, ldari lnegara lyang lbersangkutan. l 
Dalam lpengertian lsistem linformasi lsecara lumum, lmaka lunsur-unsur 
lyang lterkandung ldidalamnya ladalah lmanusia, lteknologi, lprosedur ldan 
lorganisasi. lKemudian ldalam lkonteks lE-Government, lkita lakan lberbicara 
lmengenai lsistem linformasi lyang lberbasiskan lkomputer, lkarena luntuk 
lmewujudkan lE-Government ltidak lada ljalan llain lbahwa lyang lharus 
ldilakukan lpertama ladalah lmengotomatisasi lsemua lunsur lyang lterdapat 




lmaka ldipergunakanlah lteknologi lICT lyang ldapat lmendukung lyaitu 
lkomputer. lSistem linformasi lyang lberbasiskan lkomputer lmenggunakan 
lkomponen-komponen lseperti ldata, lprosedur, lmanusia, lsoftware ldan 
lhardware. l 
Tetapi lsebelumnya lyang lharus ldibenahi ladalah lsistem linformasi lyang 
lbukan lberbasiskan lkomputer, lkarena lotomatisasi ltidak lakan lmempunyai 
lpengaruh lyang lsignifikan lapabila lsistem linformasi lyang lbukan 
lberbasiskan lkomputernya lbelum lbagus. lDengan ldemikian ltidaklah lheran 
lapabila lnegara lyang ldapat lmenjalankan lE-Government lhanyalah lnegara-
negara lmaju l(dalam lkonteks lE-Government lseutuhnya, lbukan lsemata-
mata lsitus linformasi ldari lpemerintah). lKarena luntuk lmembereskan lsistem 
linformasi ldalam lsatu llembaga lpemerintah lsaja lsudah lsangat lsulit lapalagi 
lharus ltercapainya lsinergi ldari lsistem linformai ldari llembaga-lembaga 
lpemerintahan, ldan lhal lini lberkaitan lerat ldengan lfaktor lbudaya, lpolitik 
ldan lekonomi lsuatu lnegara. l 
Tujuan ldari lpenerapan lE-Government lyang ldisarikan ldari 
lpemahaman lnegara-negara lasing lyang lsudah lmenerapkan lkonsep lini, 
ladalah lmencapai lefisiensi, lefektifitas ldan lnilai lekonomis ldari lpraktek 
llayanan lpemerintah lke lmasyarakat. lTetapi ltujuan lini lsebenarnya 
lmemiliki lpengertian llebih, ldimana lyang ldiharapkan ldari lpenerapan 
lkonsep lE-Government ladalah lrestrukturisasi lsistem lpemerintahan lyang 
lsudah lada lagar lhasil lyang ldicapai ldengan lmenerapkan lE-Government 




lbudaya lkerja lyang lharus ldiperhatikan lsebelum lmenerapkan lE-
Government. l 
Ada lbeberapa lcontoh ldari lpenerapan lkonsep lE-Government ldi 
lIndonesia, lyaitu lKabupaten lLamongan, lJawa lTimur, lpada ltahun l2001 
lmenggelar lkoneksi lonline lantar l26 lkecamatan, lsehingga lsemua laktivitas 
lUPT l(Unit lPelayanan lTerpadu) ldapat lberjalan lonline. lDana lyang 
ldikeluarkan luntuk lmenjalankan lprogram lini lsenilai lRp l1,23 lmiliar. 
lKemudian lcontoh-contoh llainnya ladalah ldi lKabupaten lTarakan, 
lKalimantan lTimur, lsalah lsatu lkabupaten ldi lSulawesi ldan lRiau lyang 
lsudah lmenyediakan linformasi lpemerintah ldaerah lsecara lonline. lApabila 
ldilihat ldari lcontoh lyang ltelah ldisampaikan ldiatas, lmaka ldapat 
ldisimpulkan lbahwa lpraktek lE-Government lyang ldilakukan loleh 
lpemerintah ldaerah ltersebut ladalah lyang lberbentuk lpelayanan lpemerintah 
lke lmasyarakat ldalam lhal lpenyampaian linformasi latau llebih ljauh llagi 
lpembuatan lKTP lonline. lHal lini lmembuktikan lbahwa lhanya lsedikit 
lpemerintah ldaerah lyang lsudah lmulai lmengerti lbahwa lteknologi 
linformasi ldapat ldipergunakan luntuk lmempermudah lpekerjaan lmereka 
ldan lbahkan lmelakukan lhubungan ldengan lmasyarakatnya. lWalaupun 
lhanya lsebatas ldalam lbentuk lpemberian linformasi lsecara lsepihak lyaitu 
ldari lpemerintah lke lmasyarakat. l 
Esensi ldari lE-Government lsebenarnya ladalah lmasalah lrestrukturisasi 
ldari lsistem lpemerintahan lyang lsudah lada. lSistem lpemerintah ladalah 




lfungsi-fungsinya. lApabila lsistem lpemerintah lyang ldapat ldikatakan 
lsebagai lpengatur ldari lsuatu lnegara lberjalan ldengan lburuk, lmaka lketika 
lkonsep lE-Government lini ldiimplementasikan, lkeuntungan lyang lbisa 
ldidapat lhanyalah lkeuntungan ldari lpengunaan lteknologi linformasi ltersebut 
lyang llebih lbersifat lteknis. 
9. l lFaktor-Faktor lyang lMempengaruhi lPenerapan lE-Government l 
Menurut lhasil lkajian ldan lriset lHardvard lJFK lSchool lof 
lGovernment luntuk lmenerapkan lkonsep-konsep ldigitalisasi lpada lsektor 
lpublik, lada ltiga lelemen lsukses lyang lharus ldimiliki ldan ldiperhatikan 
lsungguh-sungguh lyaitu: l 
a. Support. l 
Elemen lpertama ldan lpaling lkrusial lyang lharus ldimiliki loleh 
lpemerintah ladalah lkeinginan l(intent) ldari lberbagai lkalangan lpejabat 
lpublik ldan lpolitk luntuk lbenar-benar lmenerapkan lkonsep lE-
Government, lbukan lhanya lsekedar lmengikuti ltrend latau ljustru 
lmenentang linisiatif lyang lberkaitan ldengan lprinsip-prinsip lE-
Government. lTanpa ladanya lunsur l“political lwill” lini, lmustahil 
lberbagai linisiatif lpembangunan ldan lpengembangan lE-Government 
ldapat lberjalan ldengan lmulus. lKarena lbudaya lbirokrasi lcenderung 
lbekerja lberdasarkanmodel lmanajemen l“top ldown”, lmaka ljelas 
ldukungan limplementasi lprogram lE-Government lyang lefektif lharus 
ldimulai ldari lpara lpimpinan lpemerintahan lyang lberada lpada llevel 




lmerambat lke llevel-level ldibawahnya l(Eselon l1, lEselon l2, lEselon l3, 
ldan lseterusnya). l 
b. Capacity. 
Elemen lkedua lini lmerupakan lunsur lkemampuan latau 
lkeberdayaandari lpemerintah lsetempat ldalam lmewujudkan l“impian” 
lE-Government lterkaitmenjadi lkenyataan. lAda ltiga lhal lminimum 
lyang lpaling ltidak lharus ldimiliki lolehpemerintah lsehubungan ldengan 
lelemen lini, lyaitu: l 
1) Ketersediaan lsumber ldaya lyang lcukup luntuk lmelaksanakan 
lberbagai linisiatif lE-Government, lterutama lyang lberkaitan ldengan 
lsumber ldaya lfinansial; l 
2) Ketersediaan linfrastruktur lteknologi linformasi lyang lmemadai 
lkarena lfasilitas lini lmerupakan l50% ldari lkunci lkeberhasilan 
lpenerapan lkonsep lE-Government, ldan; l 
3) Ketersediaan lsumber ldaya lmanusia lyang lmemiliki lkompetensi 
ldan lkeahlian lyang ldibutuhkan lagar lpenerapan lE-Government 
ldapat lsesuai ldengan lasas lmanfaat lyang ldiharapkan. l 
4) Perlu ldiperhatikan ldisini lbahwa lketiadaan lsatu latau llebih lelemen 
lprasyarat ltersebut ljanganlah ldijadikan lalasan ltertundanya lsebuah 
lpemerintah ltertentu ldalam lusahanya luntuk lmenerapkan lE-
Government, lterlebih-lebih lkarena lbanyaknya lfasilitas ldan lsumber 
ldaya lkrusial lyang lberada ldiluar ljangkauan l(wilayah lkontrol) 




lagar ldalam lwaktu lcepat ldapat lmemiliki lketiga lprasyarat ltersebut, 
lmisalnya lmelalui lusaha-usaha lkerja lsama ldengan lswasta, 
lbermitra ldengan lpemerintah ldaerah/negara ltetangga, lmerekrut 
lSDM lterbaik ldari lsektor lnonpublik, lmengalihdayakan 
l(outsorcing) lberbagai lteknologi lyang ltidak ldimiliki,dan 
lsebagainya. l 
c. lValue. 
Elemen lpertama ldan lkedua lmerupakan ldua lbuah laspek lyang 
ldilihat ldari lsisi lpemerintah lselaku lpemberi ljasa l(supply lside). 
lBerbagai linisiatif lE-Government ltidak lakan lada lgunanya ljika ltidak 
lada lpihak lyang lmerasa ldiuntungkan ldengan ladanya limplementasi 
lkonsep ltersebut; ldan ldalam lhal lini, lmenentukan lbesar ltidaknya 
lmanfaat lyang ldiperoleh ldengan ladanya lE-Government lbukanlah 
lkalangan lpemerintah lsendiri, lmelainkan lmereka lyang lberkepentingan 
l(demand lside). lUntuk litulah lmaka lpemerintah lharus lbenar-benar 
lteliti ldalam lmemilih lprioritas ljenis laplikasi lE-Government lapa lsaja 
lyang lharus ldidahulukan lpembangunannya lagar lbenar-benar 
lmemberikan lvalue l(manfaat) lyang lsecara lsignifikan ldirasakan loleh 
lmasyarakatnya. lSalah ldalam lmengerti lapa lyang ldibutuhkan loleh 
lmasyarakat ljustru lakan lmendatangkan lbumerang lbagi lpemerintah 
lyang lakan lsemakin lmempersulit lmeneruskan lusaha lmengembangkan 




1. Data linfrastruktur, lmeliputi lmanajemen lsistem, ldokumentasi, ldan 
lproses lkerja ldi ltempat luntuk lmen-yediakan lkuantitas ldan 
lkualitas ldata lyang lberfungsi lmendukung lpenerapan le-
Government. l 
2. Infrastruktur llegal, lhukum ldan lpera-turan ltermasuk lberbagai 
lperizinan luntuk lmendukung lmenuju le-Government. l 
3. Infrastruktur linstitusional, ldiwujud-kan ldengan linstitusi lpemerintah 
lsecara lsadar ldan leksis lmelakukan ldan lmemfokuskan ltujuannya 
ldalam lpenerapan le-Government. l 
4. Infrastruktur lmanusia, lsumber ldaya lmanusia lyang lhandal 
lmerupakan lhal lpokok lyang lharus ldipersiapkan ldalam lpenerapan 
le-Government. l 
5. Infrastuktur lteknologi, lpenerapan lE-Government lbanyak lbertumpu 
lpada ladanya linfrastruktur lteknologi lyang lmemadai. l 
6. Strategi lpemikiran lpemimpin, lpenerapan lE-Government lsangat lmem-
butuhkan lpemimpin lyang lmem-bawa lvisi lE-Government ldalam 
lagendanya ldan lmemiliki lstrategi lpemikiran luntuk lmewujudkannya.33  
Proses munculnya sistem pemerintahan elektronik dapatdibagi 
menjadi tiga tahap sementara atau daerah dasar:  
1. Keterbukaan publik, partisipasi, dan transaksi online. Keterbukaan 
Umum berarti penggunaanteknologi komunikasi terbaru untuk 
memastikan bahwa warga negara dan lembaga-lembagamasyarakat 
sipil memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi yang menarik 
                                                             




kepada  mereka  tentang badan otoritas negara dan lokal pemerintahan 
sendiri.  
2. Partisipasi berarti bahwa warga negara memiliki lebih banyak dan 
lebih banyak kesempatan untuk ambil bagian dalam pengelolaan 
urusan negara dan masyarakat di semua tingkat otoritas dan mencakup 
siklus mempersiapkan dan membuat keputusan politik. Hal ini 
membutuhkan bahwa struktur negara dan kota mempublikasikan 
alamat kontak e-mail mereka padasitus Web yang sesuai, dan juga 
membentuk umpan balik.  
3. Transaksi Online memungkinkan bagi lembaga-lembaga negara dan 
kota untuk menyediakan layanan melalui Internet, seperti pembayaran 
tagihan listrik, pengisian dari pajak dan pengumpulan pajak, dan 
pendaftaran asosiasi sipil dan kemudian, pendaftaran pengusaha tanpa 




HASIL lDAN lPEMBAHASAN 
 
A. Penerapan lE-Government lpada lpemerintah ldaerah lKota lTegal 
1. Sejarah lPemerintah lDaerah lKota lTegal  
Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari Kota Tegal tidak 
lepas dari peran Ki Gede Sebayu.  Bangsawan ini adalah saudara dari 
Raden Benowo yang pergi kearah Barat dan sampai di tepian sungai Gung.  
Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat 
bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan 
memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang 
sebagian besar merupakan tanah lading  tersebut kemudian dinamakan 
Tegal. 
Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli 
agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan 
rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Atas jasanya tersebut, 
akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. 
Kemudian oleh Bupati Pemalang dikukuhkan menjadi sesepuh dengan 
pangkat Juru Demung atau Demang. 
Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Pemimpin Tegal 
dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi 
dan hasil pertanian lainnya.  Perayaan tersebut tepat di bulan punama 




kliwon 12 April 1580.  Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan 
budaya agama islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada 
kehidupan masyarakat. 
Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru 
Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan 
Daerah No.5 tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988. 
2. Wilayah Kota Tegal 
Letak geografis Kota Tegal diantara 109°08’ - 109°10’ Bujur 
Timur dan 6°50’ - 6°53’ Lintang selatan, didalam Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 pasal 1A nomor 2 Luas wilayah Kota 
Tegal adalah 3.924 Hektar .  Batas wilayah administrasi Kota Tegal 
sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa , Sebelah Timur dan Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah Barat berbatasan dengan 
Kabupaten Brebes. Kota Tegal terdiri dari 4 Kecamatan 27 Kelurahan 
antara lain : 
Tabell1.1 lWilayah lAdministrasi lKota lTegal 




Kalinyamat lWetan 4 17 
  Bandung 5 22 




  Tunon 4 21 
  Keturen 3 17 
  Debong lKulon 4 18 
  Debong lTengah 6 35 
  Randugunting 12 89 
2 Tegal Timur Kejambon 6 43 
  Slerok 6 45 
  Panggung 14 137 
  Mangkusuman 4 42 
  Mintaragen 11 94 
3 Tegal Barat Pesurungan lKidul 2 14 
  Debong lLor 3 15 
  Kemandungan 3 13 
  Pekauman 8 50 
  Kraton 8 65 
  Tegalsari 14 107 
  Muarareja 3 15 
4 Margadana Kaligangsa 6 38 
  Krandon 4 22 
  Cabawan 4 17 
  Margadana 11 49 




  Sumurpanggang 2 18 
  Pesurungan lLor 3 21 
Sumber: lBPS lKota lTegal,2014 
3. Dasar lHukum lPembentukan lKota lTegal  
a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah 
Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan 
Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa jo.  Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tegal; 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; 
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah 




e. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1988 Nomor 185.5-
212 tentang Penetapan Batas Baru secara pasti antara Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tegal; 
f. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
136/113/88 tentang tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 185.5-212 tentang Penetapan Batas Baru secara pasti antara 
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tegal; 
g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 
1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Tegal dan memberlakukan semua Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Kota Tingkat II Tegal serta Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal. 
4. Visi lMisi lKota lTegal 
a. VISI lKOTA lTEGAL 
" lTerwujudnya lPemerintahan lyang lBerdedikasi lMenuju lKota 
lTegal lyang lBersih, lDemokratis, lDisiplin ldan lInovatif l" 
b. MISI lKOTA lTEGAL 
1) Mewujudkan lPemerintahan lyang lBersih, lProfesional, 





2) Menciptakan latmosfir lkehidupan lKota lTegal lyang llebih 
lagamis, laman, lkreatif, lberbudaya, ldemokrasi, lMelindungi 
lhak-hak lanak ldan lperempuan luntuk lkesetaraan lserta lkeadilan 
lgender 
3) Meningkatkan lpembangunan ldibidang lpendidikan, lkesehatan, 
lkesahteraan lpekerja ldan lmasyarakat ltidak lmampu 
4) Meningkatkan linfrastruktur, ltransportasi lpublik, llingkungan 
lhidup lyang lbersih ldan lsehat lserta lpembangunan l 
lberkelanjutan lyang lberorientasi lpada lenergi lterbarukan 
5) Meningkatkan lKepariwisataan, linvestasi ldan ldaya lsaing ldaerah 
lserta lmengembangkan lekonomi lkerakyatan ldan lEkonomi 
lKreatif 















5. Struktur lOrganisasi lKota lTegal 
Gambar 1.1 Bagan Organisasi PEMKOT Tegal 
6. Gambaran lumum lDinas lKomunikasi ldan lInformatika lKota 
lTegal  
Didalam Dinas Pasal 55  Peraturan Walikota No 18 Tahun 2016 
tentang  Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Tegal,Dinas Komunikasi  dan  Informatika  merupakan  
unsur pelaksana  urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, 




Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekda . 








a. Tugas ldan lFungsi lDinas lkomunikasi ldan linformatika 
Tugas ldan lFungsi lDinas lKomunikasi ldan lInformatika 
ldiatur ldalam lpasal l82 lPeraturan lWalikota lNo l18 lTahun l2016 
ltentang Susunan lOrganisasi, lKedudukan, lTugas, lFungsi lDan lTata 
lKerja lDinas lDaerah lKota lTegal l.  
Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu 
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan 
informatika , bidang persandian, dan bidang statistik. Fungsi Dinas 




a) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, 
bidang persandian, dan bidang statistik. 
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, 
bidang persandian, dan bidang statistik. 
c) Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang  komunikasi  dan 
informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. 
d) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika. 
e) Pengendalian  penyelenggaraan  tugas  Unit  Pelaksana  Teknis  
Dinas. 
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
Penerapan lE-Government lpada lpemerintah ldaerah lKota lTegal, lE-
Government lmerupakan lpenggunaan lteknologi linformasi ldan 
lkomunikasi ldan laplikasinya loleh lpemerintah ldalam lhal lpenyediaan 
linformasi ldan llayanan lpublik lbagi lmasyarakat. lKota lTegal lmerupakan 
lsalah lsatu lkota lyang lsudah lmenerapkan lE-Government ldibuktikan 
ldengan ladanya lPeraturan lwalikota lNo.10 ltahun l2018 ltentang 
lPemanfaatan lTeknologi lInformasi ldi lLingkungan lPemerintah lKota 
lTegal ldan lyang ldijadikan lacuan ladalah lPeraturan lpemerintah lNo.95 
ltahun l2018 ltentang lSistem lPemerintahan lBerbasis lEletronik lagar 
lterwujudnya llayanan lpublik lyang lberkualitas ldan ltata lkelola 




lDalam lmelakukan lpenerapan lE-Government, lPemerintah lKota lTegal 
lmelaksanakan lberdasarkan lasas: 
a.  Manfaat, ladil, ldan lmerata 
b. Efektif ldan lefisien 
c.   Keterpaduan 
d.   Keamanan 
e.   Dapat ldipertanggungjawabkan 
Selain litu, lpenerapan lE-Government ldi lKota lTegal lberjalan 
ldengan lbaik lkarena ladanya lSistem lPemerintahan lBerbasis lEletronik 
l(SPBE) ldi lKota lTegal. lBapak lDrs.Johardi lselaku lSekretariat lDaerah 
likut lberperan ldalam lpenerapan lE-Government lKota lTegal.35 
Koordinator lSistem lPemerintahan lBerbasis lEletronik l(SPBE) 
lDaerah ldijabat loleh lSekretaris lDaerah lyang ldiatur lpada lpasal l61 
lPeraturan lPemerintah lNo.95 ltahun l2018 ltentang lSistem lPemerintahan 
lBerbasis lEletronik l(SPBE) ldijelaskan lmengenai lkepala ldaerah ldan 
ltugasnya lyang lberkaitan ldengan lSPBE, ldiantaranya l:  
1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan 
menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah 
2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah 
3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan 
SPBE di Pemerintah Daerah 
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Berdasarkan lUUD l l1945 lPasal l28F lTujuan lmendasar le-
government ladalah luntuk lmeningkatkan lhubungan lpemerintah ldan 
lmasyarakat lmelalui linformasi ltentang lproses lpemerintahan, ldan 
ladanya linteraksi ltimbal lbalik lantara lmasyarakat ldan lpemerintah.Sesuai 
ldengan lPeraturan lPresiden lNo.95 lTahun l2018 lTentang lSistem 
lPemerintahan lBerbasis lEletronik l(SPBE). lTujuan lpenerapan le-
government ldi lPemerintah lKota lTegal ljuga lmengacu lpada lperpres 
ltersebut ldalam lpenerapannya luntuk lmewujudkan ltata lkelola 
lpemerintahan lyang lbersih, lefektif, ltransparan ldan lakuntabel lserta 
lpelayanan lpublik lyang lberkualitas ldan lterpercaya lsehingga ldiperlukan 
lsistem lpemerintahann lberbasis lelektronik. l  
Adapun ltujuan le-government ldalam lPemanfaatan lTeknologi lInformasi 
ldalam lpenyelenggaraan lpemerintahan lyaitu luntuk l:  
a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi  
informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; 
b. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu 
menjawab tuntutan perubahan secara efektif;  
c. Sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja 
pemerintahan.  
  Dengan lprosedur lpelaksanaan le-government lyang ldilaksanakan 
lsesuai lPeraturan lWalikota lNo.10 lTahun l2018 l: 
a) Infrastruktur lteknologi linformasi ldibangun ldan ldikelola loleh lDinas. 




a. lData lCenter; l 
b. lDisaster lRecovery lCenter; l 
c. lLocal lArea lNetwork; l 
d. lMetropolitan lArea lNetwork; l 
e. lInternet lProtocol lAddress lPublic; ldan l 
f. lInternet lBandwidth. l 
c) Infrastruktur lteknologi linformasi lyang ldibangun ldan ldikelola lharus 
lmemperhatikan linteroperabilitas, linterkonektivitas, lkompatibilitas, 
lteknologi lyang lterbuka, ldukungan lteknis, ldan lkeamanan linformasi. 
d) Ketentuan llebih llanjut lmengenai lStandar lpembangunan ldan 
lpengeloaan linfrastruktur lteknologi linformasi lditetapkan ldengan 
lPeraturanWalikota. 
Jadi, lDinas lKomunikasi lDan lInformasi lbertanggung ljawab luntuk 
lmenyediakan linfrastruktur lteknologi linformasi lbagi lseluruh lperangkat 
ldaerah. lSedangkan luntuk lpengembangan lsistem l/ laplikasi 
ldikembangkan loleh lperangkat ldaerah lbersama lDinas ldan lseluruh 
ldatanya lharus lsaling lterintegrasi lpusat ldengan lDinas. 
Salah lsatu lcontoh lpenerapan lE-Government ladalah lmembuat 
laplikasi. lAplikasi ldisini lberarti lkomponen lsistem linformasi lyang 
lterdiri latas lkode-kode lpemrograman luntuk lmenjalankan lfungsi, lproses, 
ldan lmekanisme lkerja lyang lmendukung lpelaksanaan lpemanfaatan 
lteknologi linformasi ldi llingkungan lPemerintah lDaerah. lSebagai lbukti 




lPemkot ltelah lmeluncurkan lbeberapa laplikasi lyang lbisa ldi lakses loleh 
lperangkat ldaerah lmaupun lmasyarakat lkota ltegal. l 
Aplikasi-aplikasi ltersebut ldapat ldi lmanfaatkan loleh lmasyarakat. 
lTetapi lada laplikasi lSINOK lyang lhanya l lbisa ldiakses loleh lASN luntuk 
lmengisi lpresensi lsecara lonline. lAplikasi lyang lsudah lditerapkan ldi lKota 
lTegal lsudah lada l49 ltetapi lsebagian lbesar lmasih ldigunakan luntuk lproses 
lkerja lpegawai.36 lJadi, ldalam lpelaksanaannya, lmasyarakat lbelum lbisa 
lmemanfaatkan lseluruh laplikasi lyang lsudah ldimiliki loleh lPemerintah lKota 
lTegal. lSelain laplikasi ltersebut, lpemerintah ljuga lsudah lmenerbitkan lTanda 
lTangan lElektronik lyang lmerupakan lsalah lsatu lcontoh lpenerapan lE-
Government ldi lKota lTegal.  Tanda Tangan Elektronik merupakan 
persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik atau Dokumen 
Elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik tersebut 
termasuk hasil cetakannya. Sesuai pasal 20(1) Tanda Tangan Elektronik 
berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda 
tangan, dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Tanda Tangan 
Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika : 
a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda 
tangan; 
b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan 
hanya berada dalam kuasa penanda tangan; 
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah 
waktu penandatanganan  dapat diketahui; 
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d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan 
tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat 
diketahui; 
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
penanda tangannya;dan 
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah 
memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.  
Pasal 22 (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi : 
a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;dan 
b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. 
 Pasal 22 (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: 
a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi 
elektronik;dan 
b. Dibuktikan dengan Sertifikasi Elektronik. 
Ayat (3) Tanda Tangaan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa 
penyelenggara sertifikasi elektronik. Dan ayat (4) ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanda tangan elektronik ditetapkan denga Peraturan Walikota. 
Dalam menerapkan E-Government di Kota Tegal tentunya akan ada 
hambatan. Hambatan tersebut bisa dari kesiapan badan pemerintahan, 
minimnya sarana prasana dalam menerapkan e-government sehingga 




hardware  dan  software  serta  minimnya instansi pemerintah  yang 
terhubung pada  jaringan  baik  lokal (LAN)  maupun global (Internet) 
menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan lancar, 
sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi informasi dalam hal 
ini pejabat birokrasi maupun staff dalam memanfaatkan teknologi informasi 
masih sangat terbatas. Berdasarkan konsep yang dikemukakan Indrajit, 
bahwa terdapat beberapa indikator penting dalam penerapan E-Government, 
dimana indikator tersebut meliputi Infrastruktur Data, Infrastruktur Legal, 
Infrastruktur Institusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi.37 
a) Infrastruktur Data 
Infrastruktur data ini meliputi manajemen sistem, dokumentasi, 
dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data 
untuk mendukung penerapan E-Government.  
Data infrastruktur merupakan dasar penerapan E-Government yang 
tercantum pada Peraturan Walikota No.10 Tahun 2018. Jika data tersebut 
tidak diperhatikan akan mempengaruhi penerapan E-Government. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyimpanan data terkait 
penerapan E-Government di Pemerintah Kota Tegal sudah memadai. 
 
 
b) Infrastruktur Legal 
                                                             




Dalam penerapan E-Government dibutuhkan infrastruktur legal dari 
lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar 
hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan E-Government. 
Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. 
Dengan begitu, maka penerapan E-Government mempunyai dasar 
hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang 
berlaku. Dasar hukum E-Government Kota Tegal mengacu pada Perwal 
No.10 Tahun 2018 dan yang menjadi acuan adalah PP No.95 Tahun 
2018.38 
Jadi seluruh layanan aplikasi E-Government Kota Tegal diterapkan 
berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2018 Tentang 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan PP No.95 Tahun 2018 Tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Masing-masing peraturan 
tersebut memuat pedoman tata cara dalam menjalankan E-Government 
agar bisa memberikan layanan yang berkualitas. 
c) Infrastruktur Institusional 
Penerapan E-Government harus ditunjang dengan infrasrtuktur 
institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki 
kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional 
meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta 
memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait.  
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Untuk keberhasilan penerapan E-Government tersebut terkait 
dengan komunikasi antar instansi ini diperlukan ketepatan pemahaman dan 
konsistensi dalam mengomunikasikan dan sasaran tersebut juga diperlukan 
prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat atasan dan bawahan dapat 
melakukan komunikasi secara baik sehingga bawahan dapat bertindak 
sesuai harapan atasan. Kesadaran dan Koordinasi antar instansi dalam 
memberikan informasi merupakaan langkah yang baik yang menjadikan 
kerjasama antar instansi akan semakin erat. Dengan demikian, maka 
penerapan E-Government akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor 
yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut.  
d) Infrastruktur Manusia 
Penerapan E-Government juga harus ditunjan dengan infrastruktur 
manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka 
penerapan E-Government tidak dapat tercapai dengan baik. Hal ini akan 
dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia 
harus seuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat 
dalam penerapan E-Government. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka 
kebijakan penerapan akan terhambat. Tetapi masih terdapat pegawai di 
lingkungan pemerintah kota tegal yang kurang menguasai teknologi 
informasi.39 Sehingga perlu diperhatikan lagi agar seluruh infrastruktur 
memperhatikan kemampuan setiap pegawainya. Dan perlu adanya 
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pelatihan maupun pendampingan agar penerapan E-Government dapat di 
manfaatkan dengan baik.  
e) Infrastruktur Teknologi  
Dalam menunjang penerapan E-Government hal lain yang harus 
diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai 
faktor penting dalam penerapan E-Government karena merupakan sebuah 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  
Sedangkan faktor penghambat atau kendala penerapan e-
Government antara lain : Pertama, tidak adanya perhatian dari 
pemerintah, berbagai keterbatasan baik dari sumber daya finansial, 
infrastruktur teknologi informasi, maupun sumber daya manusia pengelola 
E-Government pegawai masih sangat kurang. Kedua, kendala juga berasal 
dari sisi masyarakat dengan adanyaketerbatasan kemampuan masyarakat 
di dalam memanfaatkan fasilitas E-Government dikarenakan masyarakat 
belum sepenuhnya melek komputer ataupun internet.  
Gambar 1.3 Rangking E-Government Indonesia diantara 10 








   





Berikut 7 faktor yang menjadi sebab kegagalan proyek e-government 
yakni sebagai berikut :  
1) Organizational Power 
Dengan melihat kolborasi antar lembaga terkait proses pelaksanaan 
e-government merancang pembagian kerja dan batasan-batasan yang tidak 
jelas akan menghambat pelayanan berbasis elektronik.  
2) Politics and Organizational Learning 
Melihat kemampuan pola komunikasi dan koordinasi antara 
penanggung jawab dengan pelaksana untuk mengendalikan layanan 
egovernment serta pembelajaran terhadap layanan terdahulu yang 
diterapkan. 
3) Education 
Kompetensi terhadap pelaksana layanan egovernment karena staf 
yang terkait memberikan dampak penghambat tidak disertai dengan 
kemampuan dalam menjalankan pelayanan. 
4) Project Management Issues 
Melihat kesesuain kerja terhadap pelayanan yang diselenggarakan 
karena setiap kegiatan yang dilakukan terhadap e-government memiliki 
tujuan yang harus dicapai (goals) dan karakteristik terhadap layanan akan 
mempengaruhi jalannya pelayanan. 




Melihat adanya ketidajelasan terhadap tujuan setiap instansi terkait 
karena kolaborasi antar organisasi memiliki visi dan misis yang berbeda 
dalam satu proyek pelayanan e-government. 
6) Security and Privacy Finance and Operational Cost 
Melihat keamanan dalam pelayanan e-government karena 
berkaitan dengan data masyarakat secara privat serta kesesuaian kebutuhan 
anggaran untuk pembangunan pelayanan.  
7) ICT and System Development Process 
Melihat kesesuaian kesepakatan stakeholder pada sistem terhadap 
pelayanan yang sudah dijalankan pada tenggat waktu sudah ditentukan, 
sistem yang tidak bekerja dengan optimal, pelayanan yang tidak mudah 
digunakan, sosialisasi terhadap pelayanan baru, serta respon dari 
masyarakat terhadap pelayanan berbasis e-government karena masyarakat 
adalah dampak dari pembuatan pelayanan tersebut. 
B. Tingkat lpartisipasi lmasyarakat ldalam lpenyelenggaraan lpemerintah 
ldaerah lmelalui lE-Government ldi lKota lTegal  
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang 
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat 
untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran-pemikiran, dan kepentingannya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Agar bisa meningkatkan partisipasi 
masyarakat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai peraturan 




media informasi yang mudah dijangkau masyarakat dan pemerintah daerah 
perlu mengembanagkan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan 
dikembangkannya E-Government dapat memudahkan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui 
bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di Kota Tegal dalam menerapkan E-Government. 
Beberapa kriteria dalam hal ini, diantaranya : Pengetahuan tentang penerapan 
e-government di Kota Tegal, Aplikasi pelayanan yang sudah diterapkan, 
Kendala dalam memanfaatkan aplikasi e-government, dan Saran untuk 
kemajuan penerapan e-government di Kota Tegal.  
1. Pengetahuan tentang penerapan e-government di Kota Tegal 
 Terdapat responden sebanyak 36, hanya 60% yang sudah mengetahui 
adanya penerapan e-government di Kota Tegal dan 40% yang belum mengetahui. 
Tetapi masyarakat yang sudah mengetahui adanya penerapan e-government belum 

















2. Aplikasi pelayanan yang sudah di terapkan di  
Pemerintah Kota Tegal sudah meniciptakan beberapa aplikasi 
pelayanan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat kota tegal. 
Dengan harapan agar aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh 
masyarakat. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya : 
1) Jakwir Cetem 
Jakwir Cetem adalah aplikasi yang diluncurkan Pemerintah 
Kota Tegal melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Tegal. Jakwir Cetem layanan sistem online berbasis android yang akan 
memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, 
baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu 
Keluarga (KK) kemudian bisa dikirim ke masyarakat. 
2) SINOK 
   SINOK (Sistem Layanan Online Kepegawaian) termasuk 
aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kota Tegal untuk menyediakan layanan kepegawaian 
bagi ASN Pemerintah Kota Tegal. Layanan SINOK tidak bisa 
digunakan untuk seluruh masyarakat umum,hanya dapat di akses 
mudah ke layanan perseorangan berupa perekaman presensi atau 
kehadiran kerja online bagi ASN Pemerintah Kota Tegal. 
3) Gulamadu 
     Gulamadu (Gudang Layanan Masyarakat Terpadu) merupakan 




Kota Tegal untuk menyediakan layanna publik bagi warga Kota Tegal. 
Layanan Gulamadu menyediakan akses ke layanan perorangan, 
berupa: 
a. Surat Keterangan / Pengantar Kelurahan; 
b. Informasi Pajak Bumi dan Bangunan; 
c. Informasi Kendaraan Bermotor; dan  
d. Informasi Produk Hukum 
4) Lapur Si Jaja 
Aplikasi yang diciptakan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian yang memiliki inovasi berbasis TI 
guna memberikan layanan dibidang ketenaga kerjaan. Aplikasi ini 
untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan secara komprehensif 
yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari masa sebelum, pada saat, dan 
setelah bekerja. Penerapan E-Government di masyarakat pastinya ada 
hambatan diantaranya adalah sebagian masyarakat tidak memiliki 
prasarana yang memadai atau tidak memahami prasarana tersebut 
contohnya adalah handphone. Di kota tegal sendiri ada beberapa 
aplikasi e-government yang hanya bisa digunakan dengan handphone 
tetapi masyarakat belum mengetahui adanya aplikasi e-government 
dan fungsi dari aplikasi tersebut . Kendala tersebut yang dapat 



















       Sumber : data yang diolah 2021 
Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada beberapa 
masyarakat yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Masyarakat masih 
lebih banyak yang memilih untuk tidak menggunakan aplikasi e-government 
yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Tegal.  
3. Kendala ldalam lmemanfaatkan lE-Government 
Dari lhasil lwawancara lyang ldilakukan lpeneliti ldengan 
lmasyarakat, lfaktor lyang lmenjadi lpenghambat lketika lmemanfaatkan le-
government ladalah lakses ldalam laplikasinya lmemerlukan lwaktu lyang 
lcukup llama. lKemudian ladanya lketidak ltahuan lmasyarakat ltentang 
lpenerapan lE-Government lsehingga lbanyak lmasyarakat lyang lmasih 
lasing ldan ltidak likut lmemanfaatkannya. lTetapi ldari lhasil lwawancara 
ldengan lmasyarakat ljuga lmenyebutkan lbahwa le-government llebih 




















Sumber l: ldata lyang ldiolah l2021 
Dapat ldisimpulkan lbahwa lmasyarakat lmasih lsedikit luntuk 
lmenerapkan lE-Government ltetapi lia llebih lbanyak lmemilih luntuk 
lmelakukan lpelayanan lsecara lonline ldaripada lonline. lSaran luntuk 
lkemajuan lpenerapan le-government ldi lKota lTegal lsupaya llebih lbanyak 
llagi ldipublikasikan lterhadap lmasyarakat. lMasyarakat lKota lTegal 
lsepertinya lsudah lbanyak lyg lmenggunakan lsmartphone lhanya lsaja 
lkurang lteredukasi luntuk lpelayanan lsecara lonline, ljadi lmasih lbanyak 
lyg lsusah ljika lmembutuhkan lpelayanan ldi lKota lTegal lpadahal lbanyak 
lsekali lpelayanan lonline.40 lDidalam lsetiap lproses lpelayanan linformasi 
lseharusnya lsetiap linstansi lterkait lmencantumkan lstatus lpemrosesan 
llayanan linformasi lsehingga lmasyarakat ldapat lmengetahui lsejauh lmana 
lproses ldalam lpemenuhan llayanan linformasi ltersebut.41 lCiptakan 
laplikasi lyg lsimpel lyg lmudah ldi lpahami lmasyarakat ldan lsosialisasikan 
lE-Goverment lsecara lmerata lke lsemua llapisan lmasyarakat. lSaran lsaya 
                                                             
40 Wawancara dengan Masyarakat Kota Tegal, Di Tegal, tanggal 1 Agustus 2021 jam 12.00-14.00 




llebih lbanyak llagi lpelayanan lpublik lyang lmasuk lke lprogan lE-
Goverment.42 
Jadi lmasyarakat lingin lagar lPemerintah lKota lTegal llebih 
lmensosialisaikan latau lmengenalkan lpelayanan-pelayanan lyang ldapat ldi 
lakses lmelalui laplikasi le-government lkepada lseluruh lmasyarakat 
ldengan lbaik ldan ljelas lagar lseluruh lmasyarakat llebih lbisa 
lmenerapkannya ldan ltentunya laplikasi ltersebut ldapat ldikembangkan 
lagar llebih llengkap ldan lmudah ldiakses loleh lseluruh lmasyarakat l. 
                                                             







A. lKesimpulan  
   Berdasarkan penelitian tentang penerapan e-government sebagai upaya 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 
di Kota Tegal dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan E-Government Pemerintah Kota Tegal berdasarkan Peraturan 
Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi acuan agar terwujudnya 
E-Government yang berkualitas dan menjadikan tata kelola pemerintahan 
yang baik. Jika dikaitkan dengan penerapan yang sudah ada di kota tegal, 
Pemerintah sudah menerapkan dan menyediakan banyak aplikasi E-
Government untuk seluruh elemen masyarakat. Seperti, Jakwir Cetem, 
Lapur Sijaja, SINOK, Gulamadu, Pesata , dan masih ada banyak lagi. 
Hanya saja penerapan E-Government di Kota Tegal kurang dimengerti 
oleh elemen masyarakat sehingga tidak bisa di manfaatkan dengan 
optimal.  
2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui 
E-Government dinilai masih pasif. Karena masyarakat merasa banyak 
mengalami kendala. Diantaranya adalah sebagian masyarakat masih tidak 




handphone maupun data seluler. Selain itu, masih banyak masyarakat yang 
belum mengetahui aplikasi-aplikasi E-Government padahal dari hasil 
wawancara dengan masyarakat, banyak masyarakat yang memilih 
menggunakan pelayanan online daripada manual. 
B. lSaran 
 Berdarakan hasil penelitian dan pembasahan sebagaimana telah diuraikan 
diatas, ada beberapa saran dari penulis bahwa  perlu dilakukannya koordinasi – 
koordinasi antar Perangkat Daerah  dengan Dinas Komunikasi dan Informasi 
untuk  pengembangan aplikasi-aplikasi E-Government agar lebih mudah di 
akses oleh masyarakat maupun perangkat daerah. Kemudian dilakukannya 
Sosialisasi kepada masyarakat  mengenai aplikasi – aplikasi yang sudah 
berjalan. Dan diadakannya pelatihan maupun pendampingan dari Dinas 
Komunikasi dan Informasi untuk Pegawai di lingkungan pemerintahan Kota 
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Lampiran l1 l 
Pertanyaan ldan lJawaban l ldengan lPegawai lDinas lKomunikasi ldan lInformasi 
lKota lTegal lBagian lE-Government l: 
1. l lPeraturan lmanakah lyang lmendasari lpenerapan lE-Government 
lberbasis laplikasi/online ldi lKota lTegal l? l 
Dasar lhukum le-government l lkota ltegal lyaitu l lperwal lno l10 ltahun l2018 
ltentang lpemanfaatan lteknologi linformasi 
2. lBagaimana lkekuatan laturan lhukum lyang lmendasari lpenerapan lE-
Government lini l? 
Dengan l lacuan lPP lno l95 ltahun l2018 ltentang lsistem lpemerintahan lberbasis 
elektronik 
3. lBagaimana lperan lSekretariat lDaerah ldi lKota lTegal lterkait 
lpelaksanaan lE-Government ldi lKota lTegal l? l 
Selaku ltim lKoordinator lSPBE ldi lTingkat lKota lTegal l 
1. Setiap lkepala ldaerah lmempunyai ltugas lmelakukan lkoordinasi ldan 
lmenetapkan lkebijakan lSPBE ldi lPemerintah lDaerah 
2. Setiap lkepala ldaerah lmenetapkan lkoordinator lSPBE lPemerintah 
lDaerah 
3. Koordinator lSPBE lPemerintah lDaerah lsebagaimana ldimaksud lpada 
layat l(2) lmempunyai ltugas lmelakukan lkoordinasi ldan lpenerapan 





4. lApakah ltujuan lyang lingin ldicapai ldari ladanya lpenerapan lE-
Government ldi lKota lTegal l? 
Mengacu lpada lperpres ltersebut ldalam lpenerapannya luntuk lmewujudkan ltata 
kelola lpemerintahan lyang lbersih, lefektif, ltransparan ldan lakuntabel lserta 
pelayanan lpublik lyang lberkualitas ldan lterpercaya lsehingga ldiperlukan sistem 
pemerintahann lberbasis lelektronik 
5. lBagaimana lprosedur lpelaksanaan lpada lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Dinas lKomunikasi ldan lInformasi lmempunyai ltanggung ljawab luntuk 
menyediakan linfrastruktur lteknologi linformasi lbagi lseluruh lOPD l, lcontoh 
infrastruktur lteknologi linformasi linternet ldan lpusat ldata l. lSedangkan 
pengembangan lsistem/aplikasi ldikembangkan loleh lmasing-masing lOPD 
bersama ldiskominfo ldan lwajib lterintegrasi ldengan ldiskominfo luntuk 
aplikasilsebenarnya lbanyak lada lsekitar l49,tetapi lsebagian lbesar lmasih 
digunakan luntuk lproses lkerja lpegawai. lUntuk lmasyarakat ljakwir 
cetem,gulamadul,llayanan lperijinan ldi lptsp l, llayanan laduan lpju l, 
pendaftaranllayanan ldi lpuskesmas l, lRSUD lKardinah l, llapur lsijaja llayanan 
yang lbisa ldigunakan llangsung loleh lwarga 
6. lApakah lada lhambatan/kendala ldalam lpelaksanaan lpenerapan l lE-





 Hambatannya l1 lbirokrasi lantar lpemerintah lberbeda lbeda. lDalam lhal 
ini lyang lmenjadi lprioritas lopd ltersebut lberbeda lbeda. lJadi lsaat lakan 
mengintegrasikan llayanan ldengan lsistem lmenjadi lkendala ltersendiri 
 Adanya lPegawai ldi llingkungan lPemerintahan lKota lTegal lyang 
kurang lmenguasai lteknologi linformasi. 
 Warga lyang lkurang lmenguasai lTeknologi lInformasi l ldisebabkan 
karna lprasarana ldalam lhal lini lHandphone lyang lkurang lmemadai 
untuk lmenjalankan laplikasi ltersebut ldan lwarga lyang lkurang 
memahami lpenggunaan laplikasi ltersebut 
7. lSolusi lapa lyang ldiambil loleh lSekretariat lDaerah luntuk lmengatasi 
lhambatan/kendala ldalam lpenerapan lE-Government ldi lKota lTegal l? 
 Adanya lpelatihan ldan lpendampingan ldari lDinas lKomunikasi ldan 
Informasi luntuk lPegawai ldi llingkungan lpemerintahan lKota ltegal 
mengenai lpemanfaatan lteknologi linformasi 
 Sosialisasi lkepada lmasyarakat l lmengenai laplikasi l– laplikasi lyang 
sudah lberjalan 
 Koordinasi l– lkoordinasi lantar lOPD ldengan ldiskominfo 
8. lApa lyang landa llakukan luntuk lpenerapan lE-Government lini lapabila 
lmasyarakat ltidak lmelek/gaptek ldengan ladanya lteknologi l? 
Memberikan lsosialisasi lkepada lmasyarakat l lmengenai laplikasi l– laplikasi 







Kuisioner ldengan ljudul lpenelitian l“Penerapan lE-Government lSebagai lUpaya 
Peningkatan lPartisipasi lMasyarakat lDalam lPenyelenggaraan lPemerintahan lDaerah 
Di lKota lTegal” 
 
Responden l1 l 
Nama l : lFarah lDilah lNur lFaiqo 
Alamat l : lJalan lAbdul lGhoni l, lPesurungan lKidul, lTegal 
Pekerjaan : lKaryawan 
Usia  : l23 
Jenis lKelamin : l lP l 
E-Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi loleh lpemerintah 
luntuk lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lwarganya. lTujuan ladanya 
lE-Government l lagar lpemerintahan lberjalan llebih lefisien. 
1. lApakah landa lsudah lmengetahui ladanya lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Jawab l: l lsudah 
2. lApakah landa lpernah lmenggunakan llayanan lE-Government l? 
Jawab l: lsudah 
3. lAplikasi lapa lsaja lyang lpernah landa lgunakan l? 
 Gulamadu  Labur lSijaja 
 Jakwir lCetem √ Belum lPernah 
 SiNok  Lainnya l 
4. lApakah lada lkendala ldalam lpenggunaan laplikasi ltersebut l? l(Jika lada 
lsebutkan) 
Jawab l: l ltidak ltahu 
5. lMenurut landa, llebih lmudah ldan lcepat lmanakah lpelayanan lsecara lonline 
latau lmanual l? 




6. lBagaimana lsaran landa luntuk lprogram lE-Government lkedepan ldi lKota 
lTegal l? 
Jawab l: l llebih ldikenalkan lkepada lmasyarakat lluas. lSupaya lpada lmengerti 
Responden l2 l 
Nama l : lSugiyono, lSE 
Alamat l : lJL. lKurma l2 lNo.10 lKraton lTegal 
Pekerjaan : lAnggota lDPRD lKota lTegal 
Usia  : l51 
Jenis lKelamin : l lL l l l 
E-Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi loleh lpemerintah 
luntuk lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lwarganya. lTujuan ladanya 
lE-Government l lagar lpemerintahan lberjalan llebih lefisien. 
1. lApakah landa lsudah lmengetahui ladanya lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Jawab l: l lsudah ltahu 
2. lApakah landa lpernah lmenggunakan llayanan lE-Government l? 
Jawab l: l lpernah lmenggunakan 
3. lAplikasi lapa lsaja lyang lpernah landa lgunakan l? 
 Gulamadu  Labur lSijaja 
√ Jakwir lCetem  Belum lPernah 
 SiNok  Lainnya l 
 
4. lApakah lada lkendala ldalam lpenggunaan laplikasi ltersebut l? l(Jika lada 
lsebutkan) 
Jawab l: l lloadingnya llama 
5. lMenurut landa, llebih lmudah ldan lcepat lmanakah lpelayanan lsecara lonline 
latau lmanual l? 
Jawab l: lonline 





Jawab l: l lharapan lsaya laplikasi lyang ldigunakan lsemakin lbaik.. lsemakin 
lcanggih ldan lmudah 
Responden l3 
Nama l : lIka lWidiyanti 
Alamat l : lJalan lSugriwa l, lKel.Slerok, lKec.Tegal lTimur, lKota lTegal 
Pekerjaan : lPNS 
Usia  : l37 
Jenis lKelamin : l lP 
E-Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi loleh lpemerintah 
luntuk lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lwarganya. lTujuan ladanya 
lE-Government l lagar lpemerintahan lberjalan llebih lefisien. 
1. lApakah landa lsudah lmengetahui ladanya lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Jawab l: l lya 
2. lApakah landa lpernah lmenggunakan llayanan lE-Government l? 
Jawab l: l lya 
3. lAplikasi lapa lsaja lyang lpernah landa lgunakan l? 
 Gulamadu √ Lapur lSijaja 
√ Jakwir lCetem  Belum lPernah 
√ SiNok  Lainnya l 
4. lApakah lada lkendala ldalam lpenggunaan laplikasi ltersebut l? l(Jika lada 
lsebutkan) 
Jawab l: l lsejauh lini ltidak lada 
5. lMenurut landa, llebih lmudah ldan lcepat lmanakah lpelayanan lsecara lonline 
latau lmanual l? 
Jawab l: lsecara lonline 
6. lBagaimana lsaran landa luntuk lprogram lE-Government lkedepan ldi lKota 
lTegal l? 
Jawab l: lagar ldi lmaintenen llagi lsecara lrutin laplikasi-aplikasinya, ldi levaluasi 
llagi luntuk lpenggunaan laplikasi lnya, lagar lbisa llebih lmaksimal lPemkot 





Nama l : lTrinanda 
Alamat l : lJL.Bandeng lNo.29 lRt l04 lRw l10, lKota lTegal 
Pekerjaan : lBelum lBekerja 
Usia  : l24 
Jenis lKelamin : l lL l l l 
E-Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi loleh lpemerintah 
luntuk lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lwarganya. lTujuan ladanya 
lE-Government l lagar lpemerintahan lberjalan llebih lefisien. 
1. lApakah landa lsudah lmengetahui ladanya lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Jawab l: l lsudah 
2. lApakah landa lpernah lmenggunakan llayanan lE-Government l? 
Jawab l: l lsudah 
3. lAplikasi lapa lsaja lyang lpernah landa lgunakan l? 
 Gulamadu  Labur lSijaja 
√ Jakwir lCetem  Belum lPernah 
 SiNok  Lainnya l 
 
4. lApakah lada lkendala ldalam lpenggunaan laplikasi ltersebut l? l(Jika lada 
lsebutkan) 
Jawab l: l ldibagian laplikasinya llemot. lHal ltersebut lmembuat lsaya ltida 
lmenggunakan le-government. lPercuma lsaja ljika lmasyarakat ltidak lbisa 
lmengaksesnya 
5. lMenurut landa, llebih lmudah ldan lcepat lmanakah lpelayanan lsecara lonline 
latau lmanual l? 
Jawab l: lonline, lnamun lpercuma ljika laplikasi llemot. lKarena lhal ltersebut 
lsaya ltidak lbisa lmenikmati le-government l 
6. lBagaimana lsaran landa luntuk lprogram lE-Government lkedepan ldi lKota 
lTegal l? 





Nama l : lElsa lDian lS 
Alamat l : lJl. lKi lHajar lDewantara, lKalinyamat lKulon, lKota lTegal 
Pekerjaan : lMahasiswa 
Usia  : l22 
Jenis lKelamin : l lP 
E-Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi loleh lpemerintah 
luntuk lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lwarganya. lTujuan ladanya 
lE-Government l lagar lpemerintahan lberjalan llebih lefisien. 
1. lApakah landa lsudah lmengetahui ladanya lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Jawab l: l lbelum 
2. lApakah landa lpernah lmenggunakan llayanan lE-Government l? 
Jawab l: ltidak lpernah 
3. lAplikasi lapa lsaja lyang lpernah landa lgunakan l? 
 Gulamadu  Labur lSijaja 
 Jakwir lCetem √ Belum lPernah 
 SiNok  Lainnya l 
 
4. lApakah lada lkendala ldalam lpenggunaan laplikasi ltersebut l? l(Jika lada 
lsebutkan) 
Jawab l: l l- 
5. lMenurut landa, llebih lmudah ldan lcepat lmanakah lpelayanan lsecara lonline 
latau lmanual l? 
Jawab l: lonline l 
6. lBagaimana lsaran landa luntuk lprogram lE-Government lkedepan ldi lKota 
lTegal l? 
Jawab l: l lmasyarakat lsetempat lmungkin lperlu ldiadakan lpenyuluhan ltentang 
lE-Government lkhususnya lpada lRT/RW lmereka latau lbisa ljuga lmengenalkan 
ltentang lE-Government lmelalui lmedia lsosial lataupun lspanduk ldi lberbagai 





Nama l : lHasan 
Alamat l : lJalan lWerkudoro lKel.Slerok lKec.Tegal lTimur 
Pekerjaan : lWiraswasta 
Usia  : l25 
Jenis lKelamin : l lL 
E-Government ladalah lpenggunaan lteknologi linformasi loleh lpemerintah 
luntuk lmemberikan linformasi ldan lpelayanan lbagi lwarganya. lTujuan ladanya 
lE-Government l lagar lpemerintahan lberjalan llebih lefisien. 
1. lApakah landa lsudah lmengetahui ladanya lpenerapan lE-Government ldi 
lKota lTegal l? 
Jawab l: l lsudah 
2. lApakah landa lpernah lmenggunakan llayanan lE-Government l? 
Jawab l: l lbelum lpernah 
3. lAplikasi lapa lsaja lyang lpernah landa lgunakan l? 
 Gulamadu  Labur lSijaja 
 Jakwir lCetem √ Belum lPernah 
 SiNok  Lainnya l 
 
4. lApakah lada lkendala ldalam lpenggunaan laplikasi ltersebut l? l(Jika lada 
lsebutkan) 
Jawab l: l lbelum lpernah lmenggunakan 
5. lMenurut landa, llebih lmudah ldan lcepat lmanakah lpelayanan lsecara lonline 
latau lmanual l? 
Jawab l: lmanual 
6. lBagaimana lsaran landa luntuk lprogram lE-Government lkedepan ldi lKota 
lTegal l? 
Jawab l: l lciptakan laplikasi lyang lsimpel lyang lmudah ldipahami lmasyarakat 






Gambar l1 l 
Bersama Ibu Ika Aprilya sebagai KASI bidang E-Government Dinas Komunikasi 
dan Informasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
